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ABSTRAK 
ANDI MUHAMMAD FADLY (B111 13 718). Skripsi yang berjudul 
“Efektifitas Hukum Adat Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara 
Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara”. Penulisan skripsi 
ini dibawah bimbingan Bapak  H. M. Said Karim selaku pembimbing I dan 
Ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan 
penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui alternatif dispute 
resolution (adr) dengan media kalosara pada masyarakat suku tolaki dan 
untuk mengetahui efektifitas kalosara dalam penyelesaian perkara pidana 
penganiayaan melalui alternatif dispute resolution (adr) pada masyarakat 
suku tolaki. 
Penelitian ini dilaksanakan di PROVINSI Sulawesi Tenggara, untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung dengan pihak terkait. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktik Pelaksanaan 
Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) dengan media Kalosara Pada Masyarakat Suku Tolaki 
hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat suku tolaki di Sulawesi 
Tenggara. Pelaksanaannya dilakukan melalui sebuah perangkat 
kelembagaan adat Sara Wonua, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
pejabat adat yang disebut Puutobu dan Toonomotuo dengan membawahi 
dua orang perangkatnya, yakni Tolea sebagai duta atau perwakilan dan 
Pabitara sebagai juru bicara. Prosedur pelaksanaan denda adat ”Peohala” 
yakni, pertama-tama si pelaku atau keluarga dari pelaku mengutus 
seorang Pabitara untuk melakukan konsolidasi/upaya perdamaian kepada 
pihak korban dan keluarganya yang juga diwakili oleh seorang Pabitara. 
Selanjutnya dibuat kesepakatan tentang penyelesaian perkara yang telah 
terjadi, diikuti dengan pelaksanaan denda atau sanksi adat “peohala”, 
dimana pihak pelaku melalui Pabitara menyiapkan kalo sara sebagai 
simbol pemersatu atau perdamaian. Selanjutnya pihak pelaku menyiapkan 
1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) piece kain putih (kain kafan), sewadah air 
(dalam cerek), dan sebilah parang, sebagai syarat dari peohala. (2) 
Efektifitas penyelesaian perkara melalui media Kalosara di sulawesi 
tenggara masih sangat efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana 
hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena keteguhan mereka berpegang 
vi 
 
pada falsafah .“Inae kona Sara iyee Pinesara, Inae Lia Sara iyee 
Pinekasara” dan terdapat pandangan bahwa bagi orang Tolaki yang 
sedang berperkara atau bermasalah kepada siapa saja, dan telah 
dibawakan kalosara kepadanya lalu ia tidak menerimanya, maka orang 
tersebut dianggap Matesara artinya mati adat. Sehingga orang yang 
demikian itu kepadanya tidak akan dibawakan lagi adat. Kemudian segala 
bentuk urusan kekeluargaannya yang menyangkut soal adat istiadat, tidak 
perlu lagi diselesaikan melalui hukum adat. 
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ABSTRACT 
ANDI MUHAMMAD FADLY (B111 13 718). This study entitled "The 
Effectiveness of Customary Law of Kalosara in the Settlement of 
Criminal Case of Persecution through Alternative Dispute Resolution 
(ADR) on Tolaki Society of Southeast Sulawesi". Writing this study 
under the guidance of Mr. H. M. Said Karim as Supervisior I and Mrs. Dara 
Indrawati as Supervisior II. 
This study aims to determine the practice of settlement of criminal 
cases of maltreatment through an alternative dispute resolution (ADR) with 
the media of Kalosara on tribal society and to know the effectiveness of 
Kalosara in the settlement of criminal case of persecution through 
alternative dispute resolution (ADR) in tribal society. 
This research was conducted in PROVINCE Southeast Sulawesi, to 
reach the aim, the writer use collecting data technique in the form of library 
research and field study by conducting direct interview with related parties. 
The results of this study indicate that: (1) The Practice of Case 
Resolving Penalty through Alternative Dispute Resolution (ADR) with the 
Media of Kalosara In Tolaki Tribe Society is still run by tribal society in 
Southeast Sulawesi. The implementation is done through a traditional 
institution of Sara Wonua, whose implementation is done by a customary 
official called Puutobu and Toonomotuo with two people, Tolea as 
ambassador or representative and Pabitara as the spokesperson. The 
procedure of carrying out the customary fine of "Peohala" i.e, first the 
perpetrator or the family of the perpetrator sends a Pabitara to consolidate 
peace efforts to the victim and his family who are also represented by a 
Pabitara. Subsequent agreement on the settlement of cases has been 
committed, followed by the implementation of fines or customary sanctions 
"Peohala", where the perpetrators through Pabitara prepare Kalo Sara as 
a symbol of unity or peace. Furthermore, the perpetrators prepare 1 (one) 
buffalo, 1 (one) piece of white cloth (shroud), water container (in kettle), 
and a machete, as a condition of Peohala. (2) Effectiveness of case 
settlement through The Media of Kalosara in Southeast Sulawesi is still 
very effective in solving criminal cases up until now. This is due to their 
persistence in the philosophy of "Inae kona Sara iyee Pinesara, Inae Lia 
Sara iyee Pinekasara" and there is the view that for Tolaki people who are 
in litigation or trouble to anyone, and have brought Kalosara to him and he 
did not receive it, then The person is considered Matesara means custom 
death. So, the person who will not be brought to him anymore. Then all 
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forms of familial affairs which concerns the matter of customs, no longer 
need to be resolved through customary law.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, 
budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Suku, budaya, etnis, 
maupun adat istiadat tersebut memiliki corak yang unik, hanya dimiliki 
oleh suku yang bersangkutan tersebut dan tidak dimiliki oleh suku lain. 
Suku, budaya dan adat istiadat tersebut mempengaruhi gaya dan pola 
hidup mereka, yang pada akhirnya membentuk pula tatanan sosial 
kemasyarakatan masing-masing, dimana tatanan tersebut akhirnya 
dipakai dalam pergaulan hidup sehari hari yang bersifat intern, (hanya 
berlaku di dalam suku yang bersangkutan dan hanya di antara mereka 
saja). Ketentuan yang berlaku di dalam tatanan sosial etnis tersebut 
karena dipakai dalam pergaulan hidup sehari-hari, dan berlaku secara 
turun temurun, akhirnya menjadi ‘kebiasaan’ yang tidak hanya 
mencakup peristiwa-peristiwa tertentu, (misalnya hanya pada peristiwa 
pernikahan) namun juga kemudian mencakup berbagai aspek 
kehidupan lain, sehingga setiap tatanan sosial selalu membuat hukum 
yang tidak tertulis namun tetap diindahkan, dipatuhi dan diberlakukan 
terhadap seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. 
Konstitusi Negara Republik Indonesia pasca amandemen, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 
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menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-
undang.” Kemudian ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 
Kedua Pasal tersebut  merupakan landasan konstitusional terhadap 
pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum 
adat di Indonesia. 
Pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat ini 
sebenarnya tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga telah lama 
menjadi perhatian internasional dan dalam perkembangannya, 
pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat terus 
mengalami peningkatan. Hal ini tampak pada salah satu puncak 
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat pada tahun 1993 
dengan di tetapkannya Indiegenous People Year oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan tindak lanjut dari rangkaian 
kesepakan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya 
pemerintahan negara-negara anggota PBB untuk segera 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat.1 
                                                          
1 Akbar Toasa, Analisis Yuridis Eksistensi Tanah Walaka Masyarakat Hukum Adat 
Tolaki dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Tesis Universitas Islam Sultan Agung. 
Semarang 2015. Hlm 3 
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Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala 
problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. 
Hukum sebagai alat rekayasa sosial (Social engineering by law) harus 
berdasarkan pada aspirasi “kokoro”2 masyarakat yang hidup beranak 
pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum 
sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran, 
dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berjalan diruang 
hampa. Sejalan dengan itu, Esmi Warassih Pujirahayu mengatakan: 
Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan 
masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespons segala 
seluk beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, 
peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi 
problema-problema sosial yang timbul.3 
 
Keberadaan hukum adat di Indonesia yang telah ada sejak 
sebelum bangsa Indonesia merdeka telah menjadi salah satu khazanah 
kekayaan ilmu hukum dan dinamikanya di Indonesia. Hukum adat yang 
dalam proses penyelesaian sengketanya mengedepankan aspek win 
win solution menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang 
sering lebih dipilih oleh masyarakat karena dirasakan mampu 
memenuhi rasa keadilan para pihak, dibandingkan menyelesaikan 
permasalahan melalui jalur pengadilan yang terkadang dirasakan 
                                                          
2 Istilah “kokoro” adalah berarti hati nurani, yaitu cara-cara berhukum di Jepang, 
walau bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan kokoro. Lafcadio Hearn 
(1972) dalam Satjipto Rahardjo. Mendudukan Undang-undang Dasar (Suatu 
Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum), Semarang. Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro. 2007. Hlm 15. 
3 Esmi Warassih. Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis). Semarang. Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 2011. Hlm 1. 
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masyarakat sangatlah jauh dari rasa keadilan yang ada. Terlebih lagi, 
penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan 
represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, 
telah melahirkan keadilan retributif (Retributive Justice), yang 
berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. 
Bahwa pelaksanaan keadilan retributif dirasa kurang menghasilkan 
keadilan bagi semua pihak terutama korban. 
Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana 
termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur 
hubungan antara warga negara dan menitikberatkan kepada 
kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan 
hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi 
dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh 
kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih 
oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Hak penuntutan 
terhadap perbuatan pidana terletak pada alat kelengkapan negara, 
yaitu jaksa penuntut umum.4 
Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan 
akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang 
bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan 
yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku 
yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut dan 
                                                          
4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 2.   
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pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa 
pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan 
penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang 
dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan 
membahayakan kepentingan umum.5 Salah satu karakteristik dari 
hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik dapat dilihat dari segi 
keterlibatan alat kelengkapan negara untuk menuntut setiap orang yang 
telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana pada umumnya 
tidak mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan.  
Dalam kenyataannya di masyarakat, penyelesaian perkara 
pidana di luar pengadilan sering dilakukan. Secara khusus menyangkut 
perkara penganiayaan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan 
kasus tersebut melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku 
tindak pidana penganiayaan dengan korban. Perdamaian tersebut 
dianggap merupakan penyelesaian yang memberikan kemanfaatan 
bagi para pihak. Penyelesaian perkara secara damai sebenarnya 
merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang 
dinyatakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Wukir Prayitno bahwa 
budaya hukum Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai 
karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu.6 Kompromi 
dan perdamaian merupakan nilai yang mendapat dukungan dalam 
                                                          
5 Ibid, halaman 3   
6 Wukir Prayitno, Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, CV. Agung, 
Semarang,1991, halaman 21.   
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masyarakat, mempertahankan perdamaian merupakan usaha terpuji, 
sehingga dalam menyelesaikan konflik, terwujud dalam bentuk 
pemilihan kompromi atau perdamaian, terutama masyarakat suku 
Tolaki. Biasanya perdamaian tersebut dilakukan dengan menggunakan 
media Kalosara sebagai instrumen hukum yang masih sangat ditaati 
dalam sistem hukum masyarakat Tolaki.  
 Secara umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya 
berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. 
Biasanya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut dengan 
istilah ADR atau ”Alternative Dispute Resolution”; atau “Apropriate 
Dispute Resolution”. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat 
diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, 
dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. 
Namun, dalam kenyataannya, kita mendapati kasus pidana yang 
diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.  
Penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak 
positif yaitu: memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau 
keluarganya, tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat 
didalamnya, menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan 
bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan 
membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam 
menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa terjadi di wilayah yang 
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secara geografis berada di pedalaman. Selain keempat hal tersebut 
penyelesaian di luar pengadilan dilatarbelakangi pula dengan tujuan 
untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk 
penyederhanaan proses peradilan. 
Walau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak 
diatur dalam undang-undang, sejumlah peraturan dibawah undang-
undang yang bersifat parsial dan terbatas mengaturnya, khususnya 
yang terkait kewenangan diskresi. Diantaranya, Surat Kapolri No Pol: 
B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang 
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 
Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam 
surat Kapolri tersebut ditentukan beberapa langkah-langkah 
penanganan kasus melalui ADR yaitu:  
1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai 
kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui 
konsep ADR.  
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 
disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak 
terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur 
hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.  
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3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus 
berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh 
masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.  
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 
menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi asas 
keadilan.  
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang 
ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi 
kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan 
memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.  
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR 
agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra 
produktif dengan tujuan Polmas.  
Demikian halnya untuk kasus anak yang berkonflik dengan 
hukum, diberlakukan diskresi atau restorative justice. POLRI melalui 
TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, tanggal 16 Nov 2006 dan 
TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008), memberikan pedoman sebagai 
berikut:  
1. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam 
dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan 
diversi;  
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2. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di 
atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk 
penerapan diversi;  
3. Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan  
4. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 
harus mengedepankan konsep restorative justice.  
Menurut Jaswan, setidaknya terdapat 366 kelompok suku 
bangsa Indonesia, 50 diantaranya mendiami pulau Sulawesi. Salah 
satunya adalah suku bangsa “Laki” atau lazim disebut suku “Tolaki”, 
suku ini bermukim diwilayah daratan Sulawesi Tenggara.7  Menurut 
Hazairin, dari 366 kelompok suku bangsa tersebut, yang tetap “eksis”, 
hanya 250 etnis sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda hingga 
memasuki pemerintahan Indonesia merdeka, 250 etnis suku bangsa ini 
di akui sebagai Masyarakat Hukum Adat (Zelf Bestuurende land-
schappen dan  Volks Gemeenschappen), salah satunya adalah Suku 
Tolaki. Masyarakat hukum adat Tolaki yang telah mendiami sebagian 
besar jazirah Propinsi Sulawesi Tenggara sejak dahulu, sangatlah 
menjunjung aturan adat istiadat yang di wariskan oleh leluhur mereka. 
Bentuk penghargaan mereka terhadap hukum adat yang di wariskan 
leluhur nenek moyang mereka masih sangat jelas dilaksanakan di 
masyarakat dimana terlihat jelas dimasyarakat Suku Tolaki 
                                                          
7 Basaula Tamburaka. Hukum Adat Perkawinan Tolaki. Pemerintah Kabupaten 
Konawe Selatan. Kendari. 2012. Hlm. 1. Dalam Akbar Toasa, Analisis Yuridis Eksistensi 
Tanah Walaka Masyarakat Hukum Adat Tolaki dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. 
Tesis Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2015. Hlm. 4 
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penggunaan adat Kalosara dalam sistem norma hukum dan tata nilai 
masyarakat suku Tolaki.8 
Keberadaan Kalosara dalam Masyarakat Suku Tolaki telah 
terbukti mampu menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di 
masyarakat. Kalosara dalam masyarakat Tolaki yang memiliki fungsi 
yang sakral dan di hormati, keberlakuannya dipatuhi oleh masyarakat 
Suku Tolaki maupun suku-suku lain yang mendiami jazirah daratan 
Sulawei Tenggara. Dalam persoalan-persoalan tertentu yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat individu atau keluarga 
maupun kelompok yang lebih luas dan menjurus kepada perbuatan 
hukum pidana atau perdata, biasanya perangkat adat bekerjasama 
dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak kepolisian. Apabila 
suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kelembagaan adat 
yang tersedia, maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang 
terkait. Dengan demikian lembaga adat menyelesaikan perdamaian 
antara pihak keluarga atau kelompok yang bertikai secara adat, 
sementara pihak kepolisian atau pemerintah menyelesaikan proses 
hukumnya. 
Bagi orang Tolaki yang sedang berperkara atau bermasalah 
kepada siapa saja, dan telah dibawakan kalosara kepadanya lalu ia 
tidak menerimanya, maka orang tersebut dianggap mate sara artinya 
mati adat. Sehingga orang yang demikian itu kepadanya tidak akan 
                                                          
8 Akbar Toasa, Op.Cit. Hlm. 5 
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dibawakan lagi adat. Kemudian segala bentuk urusan kekeluargaannya 
yang menyangkut soal adat istiadat, tidak perlu lagi diselesaikan 
melalui hukum adat. Sehingga itulah sebabnya sering terdengar 
ungkapan dari orang tua bahwa barang siapa yang tidak mentaati 
kalosara, maka ia akan menjadi bere-bere olutu ruru mbenao, yang 
artinya tersisih dari pergaulan masyarakat umum. Apabila telah terjadi 
hal yang demikian itu maka orang tersisih tadi disebut mbrito, yaitu 
manusia yang tidak punya harga diri lagi. Pandangan ini tidak dapat 
dilepaskan dari falsafah hidup orang Tolaki yang berbunyi .“Inae kona 
Sara iyee Pinesara, Inae Lia Sara iyee Pinekasara” artinya, barang 
siapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela 
oleh hukum, namun barang siapa yang tidak patuh kepada hukum adat 
maka ia akan dikenakan sanksi/hukuman.“Inae Kona Wawe Ie Nggo 
Modupa Oambo” artinya, barang siapa yang baik budi pekertinya dia 
yang akan mendapatkan kebaikan 
Keberadaan kalosara sendiri yang terbuat dari bahan rotan itu, 
dalam pemanfaatannya digunakan untuk sejumlah kegiatan. Seperti 
misalnya upacara perkawinan adat, pelantikan raja-raja, penyambutan 
tamu agung, upacara perdamaian suatu konflik, sebagai alat untuk 
menyampaikan suatu pendapat, dan undangan pesta keluarga. 
Keberadaan Kalosara mampu meredam Konflik yang ada dan timbul di 
dalam masyarakat ini sangat sering terlihat dalam penggunaannya 
dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang 
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terjadi di dalam masyarakat suku Tolaki. Dalam prakteknya, Kalosara 
akan digunakan untuk mendamaikan antara korban dan pelaku 
penganiayaan dan keputusan yang dihasilkan dari penggunaan media 
dan instrumen hukum Kalosara ini masih sangat dipatuhi dan berlaku di 
dalam masyarakat suku Tolaki hingga saat ini. 
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan 
mengambil judul : “Efektifitas Hukum Adat Kalosara Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif 
Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi 
Tenggara” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasakan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana 
Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
dengan media Kalosara Pada Masyarakat Suku Tolaki ? 
2. Bagaimana Efektifitas Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara 
Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution 
(ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan 
bahan akurat sehingga dapat berguna dan mampu menyelesaikan 
masalah hukum yang di hadapi. Berdasarkan hal tersebut, maka 
penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan Penyelesaian Perkara 
Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution 
(ADR) dengan media Kalosara Pada Masyarakat Suku Tolaki. 
2. Untuk mengetahui Efektifitas Kalosara Dalam Penyelesaian 
Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki. 
2. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis 
terhadap perkembangan ilmu hukum pidana di indonesia 
khususnya mengenai Efektifitas Kalosara Dalam Penyelesaian 
Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi Pemerintah sebagai perumus dan pelaksana 
kebijakan dan lembaga legislatif sebagai penyusun peraturan 
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perundang-undangan agar lebih selektif serta konsisten 
dalam merumuskan suatu aturan. 
b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan dapat bermanfaat 
dalam memberikan tambahan pengetahuan atas 
permasalahan normatif yang ditimbulkan terkait pengaturan 
Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 
Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
Pada Masyarakat Suku Tolaki. 
c. Bagi masyarakat, penegak hukum dan praktisi hukum, 
diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 
pemahaman bagi masyarakat awam mengenai efektifitas 
Kalosara dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan 
melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) pada masyarakat 
suku Tolaki, dan terutama bagi penegak hukum agar tidak 
menimbulkan ambiguitas terhadap pemahaman dan 
pelaksanaan penyelesaian perkara pidana penganiayaan 
melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) melalui media 
Kalosara serta sebagai bahan acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 
d. Bagi penulis, sebagai wadah dalam mengembangkan 
penalaran dan membentuk pola fikir ilmiah, sekaligus 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang di peroleh. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Tentang Kalosara 
1. Sejarah dan Pengertian Kalosara 
Pada masyarakat suku bangsa Tolaki yang mendiami 
wilayah jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana mendiami 
beberapa wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara dan 
Selatan sampai di Kolaka terdapat sebuah symbol yang dikenal 
dengan nama kalosara. Lingkup berlakunya perangkat kalosara ini 
meliputi keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas 
wilayah Kerajaan Mekongga. Dalam berbagai aspek kehidupan, 
masyarakat memahami dan menggunakan istilah kalosara, sebagai 
simbol adat istiadatnya, yang maknanya mencerminkan sistem nilai 
sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan sampai saat 
ini keberadaan kalo masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral.9 
Kalosara yang terbuat dari rotan kecil dan dipilin sebanyak 
tiga kali, sehingga menyerupai bentuk gelang (bundar) atau sirkel 
itu, dapat merupakan kalimat dalam berkomunikasi kepada 
seseorang atau sekelompok orang, serta sebagai unsur 
kebudayaan yang dapat memenuhi dan memuaskan lebih dari satu 
kebutuhan orang Tolaki. Di samping sebagai simbol pusat yang juga 
                                                          
9 Idaman. Kalosara Sebagai Medium Resolusi Konflik Pertanahan pada Masyarakat 
Tolaki di Kabaupaten Kendari Konawe Sulawesi Tenggara. http://idamanalwi. 
multiply/journal. (Online). 2012. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016. 
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berfungsi sebagai pengintegrasian sistem-sistem simbol yang ada, 
juga adalah simbol dari asas hubungan timbal balik langsung 
maupun tidak langsung, diantara individu yang satu dengan yang 
lainnya dan di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan sosial 
orang Tolaki. 
Kalosara sebagai benda yang dianggap bertuah bagi orang 
Tolaki, berasal dari dua kata yakni kalo dan sara yang secara 
harfiah masing-masing mempunyai arti tersendiri. Kalo dapat berarti 
suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang 
melingkar, atau dapat juga berarti pertemuan-pertemuan maupun 
suatu kegiatan bersama dimana para pelakunya membentuk 
lingkaran.10 Keberadaan kalosara, sering juga disebut sebagai osara 
atau sara wonua yang artinya hukum negeri.11 Benda kalosara yang 
dijadikan sebagai simbol budaya di kalangan suku bangsa Tolaki, 
baik yang berdiam di Konawe maupun di Mekongga, berdasarkan 
sejarahnya, orang pertama sebagai pencipta atau penemu atribut 
kalo adalah Puteri Wekoila yang juga dikenal sebagai peletak dasar 
terbentuknya Kerajaan Konawe yang diperkirakan pada abad ke 11 
atau Tahun 1150 M.12 
Sebelum terbentuknya Kerajaan Konawe tersebut, dengan 
raja pertamanya adalah Wekoila, seorang puteri yang konon berasal 
                                                          
10 Abdurrauf, Tarimana. 1993. Kebudayaan Tolaki. Seri Etnografi Indonesia. Jakarta: 
Balai Pustaka. Hlm. 20 
11 Muslimin Suud. 2006. Hukum Adat Tolaki (Osara) . Unaaha: Lembaga Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT). Hlm. 6 
12 Ibid 
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dari selatan, telah berdiri tiga buah kerajaan kecil masing-masing 
Kerajaan Wawolesea di Toreo, Kerajaan Besulutu di Beselutu, dan 
Kerajaan Padangguni di Abuki. Ketiga kerajaan tersebut sama 
sekali belum memiliki konsep atau sistem pemerintahan yang 
teratur. Raja-raja pada saat itu memerintah dengan cara otokrasi, 
belum menggunakan aparat pembantu raja, sehingga roda 
pemerintahannya praktis tidak berjalan dengan baik. Demikian pula 
raja-rajanya belum memahami apa yang harus dikerjakan, kepada 
siapa yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga seakan-akan 
terjadi suatu kefakuman dalam pemerintahan. 
Berdasarkan dengan hal tersebut, maka Wekoila yang juga 
dikenal dengan nama Wetenriabeng berhasrat untuk menyatukan 
ketiga kerajaan kecil itu dan menggabungkan menjadi sebuah 
kerajaan yang disebut Kerajaan Konawe. Konsep dan tawaran 
untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu walaupun diterima 
dengan baik oleh Kerajaan Wawolesea dan Padangguni. namun 
salah satu kerajaan di antaranya yakni Kerajaan Besulutu menolak 
untuk bergabung dan masih berkeinginan untuk berdiri sendiri. 
Pembangkangan Kerajaan Besulutu untuk menyatu dengan kedua 
kerajaan lainnya itu atas tawaran Wekoila disertai dengan sumpah 
serapah. Pada saat itulah benda regalia berupa gelang kaki 
(ananggalaru) diajukan sebagai penawaran kepada Raja Besulutu. 
Karena pada mulanya orang Tolaki dalam urusan apa saja baik 
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perkawinan maupun sengketa dan sebagainya, hanya 
menggunakan gelang kaki sebagai kalonya. Karena benda tersebut 
ditolak lalu dibuatkan benda lain dari rotan kecil, dengan membuat 
lingkaran sebesar bahu kemudian dipilin tiga dimana kedua 
ujungnya dipusatkan pada satu simpul, yang diletakkan di atas nyiru 
dan dialasi dengan bahan yang terbuat dari kulit kayu berwarna 
putih bernama kinawo mowila.13 Setelah ditawarkan benda tersebut 
maka pada saat itu Raja Besilutu siap bergabung. Karena Raja 
Besilutu telah terlanjur mengucapkan sumpah serapah maka 
dilakukanlah upacara mosehe dengan membuat sesajen besar 
dengan tumbal seekor kerbau putih. Ada kepercayaan orang Tolaki 
bahwa dengan meneteskan setetes darah dari seekor kerbau putih 
sampai ke tanah dan meresap sampai ke lapisan tanah terbawah, 
maka tetesan darah tersebut dapat menghindari terjadinya 
malapetaka atau bencana yang bakal menimpa sehubungan 
dengan sumpah serapah yang telah terlanjur diucapkan oleh Raja 
Besulutu. 
Semenjak upacara mosehe dilakukan dengan tumbal seekor 
kerbau putih itu, maka semua persoalan yang pernah terjadi 
dianggap telah selesai. Ketiga kerajaan kecil itu akhirnya bergabung 
menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Konawe yang berpusat di 
Unaaha dengan Wekoila sebagai raja pertama bergelar mokole. 
                                                          
13 Arsamid. 2006. Hukum Adat Perkawinan Tolaki. Kendari: LP3SKT - LATKOM. 
Hlm. 15 
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Kehadiran Raja Wekoila dalam memegang tampuk kepemimpinan 
Kerajaan Konawe yang juga dianggap sebagai Mokole pertama di 
Kerajaan Konawe. Hal tersebut sekaligus pertanda awal 
terbentuknya sistem pemerintahan yang mulai teratur dengan baik. 
Pada saat itu Wekoila sudah mulai menunjuk seorang “Wati” atau 
pembantu raja dan pejabat-pejabat yang bergelar Toonomotu’o atau 
pemimpin masyarakat, yang dibantu oleh pejabat-pejabat adat 
disebut Tolea Pabi Tara (urusan perapuaa, urusan adat), Posudo 
(urusan pertempuran/peperangan sekaligus sebagai panglima 
perang). Masyarakat pada saat itu telah diklasifikasikan dalam tiga 
tingkatan, masing-masing untuk golongan tingkat atas disebut 
anakia atau bangsawan, golongan menengah disebut Toononggapa 
yang merupakan orang kebanyakan, dan golongan tingkat bawah 
disebut O’ata atau budak. Untuk mengatur tata kehidupan 
masyarakat pada saat itu, telah disertai pula dengan seperangkat 
benda (regalia) yang disebut dengan nama kalosara.14 
Pandangan dalam masyarakat Tolaki di Konawe/Mekongga 
terhadap keberadaan kalosara tersebut, terungkap dalam suatu 
motto filosofis yang berbunyi sebagai berikut; Inae Konosara Ieto 
Pinesara, Ina Lia sara Ieto Pinekasara, Artinya; Barang siapa yang 
mentaati/menjunjung tinggi hukum (adat) akan diperlakukan dengan 
                                                          
14 Ibid. Hlm. 12 
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baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan diberi 
ganjaran atau hukuman. 
2. Jenis Bahan Kalosara dan Kegunaannya 
Sebagaimana benda yang berbentuk lingkaran, kalo tidak 
saja terbuat dari bahan rotan melainkan dapat juga terbuat dari 
bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, 
daun pandan, dan sebagainya. Keberadaan kalosara sendiri yang 
terbuat dari bahan rotan itu, dalam pemanfaatannya digunakan 
untuk sejumlah kegiatan. Seperti misalnya upacara perkawinan 
adat, pelantikan raja-raja, penyambutan tamu agung, upacara 
perdamaian suatu konflik, sebagai alat untuk menyampaikan suatu 
pendapat, dan undangan pesta keluarga. Kalosara ini terdiri atas 
tiga bagian, yakni kalo berupa lilitan tiga rotan yang melingkar, kain 
putih sebagai pengalas, dan wadah yang berupa anyaman terbuat 
dari daun palem berbentuk segi empat. Ketiganya harus menyatu 
dalam sebuah tatanan dengan susunan paling bawah berupa 
siwoleuwa sebagai pengalas, kemudian kain putih di atasnya, dan 
baru kemudian diletakkan kalo di atasnya.15 
Secara umum, kalo meliputi osara (adat istiadat), khususnya 
sara Owoseno Tolaki atau sara mbu’uno Tolaki, yaitu adat pokok 
yang merupakan sumber dari segala adat-istiadat yang berlaku 
dalam segala aspek kehidupan suku tolaki sebagai adat pokok, kalo 
                                                          
15 Abdurrauf Tarimana. Op.Cit. Hlm 25 
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dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian yaitu: sara wonua, 
yaitu adat pokok dalam pemerintahan, sara mbedulu, yaitu adat 
pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada 
umumnya, sara mbe’ombu, yakni adat pokok dalam aktifitas agama 
atau kepercayaan, sara mandarahia, yaitu adat pokok dalam 
pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan, 
sara monda’u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, meoti-
oti, yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, berternak, berburu 
dan menangkap ikan dan sara mberapu, yaitu adat perkawinan 
yang mengatur dan menetapkan tata cara melamar, memilih jodoh 
atau segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam 
berumah tangga.16 
3. Makna Simbolik dari Kalosara 
Kalosara adalah sebuah benda yang dipakai dan 
dipergunakan oleh orang-orang Tolaki dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Apabila ditinjau dari bahan utama yang dipakai dalam 
pembuatan sebuah alat kalosara adalah rotan. Rotan sangat berarti 
dalam kehidupan manusia, karena merupakan tumbuhan yang 
bermanfaat. Selain untuk pembuatan benda yang satu ini, rotan juga 
dapat dijadikan wadah sehari-hari, seperti misalnya pembuatan 
keranjang, tikar rotan dan perabot rumah tangga lainnya. Rotan itu 
tidak mudah patah ataupun putus, sehingga dapat dibentuk menurut 
                                                          
16 Abdurrauf Tarimana, 1993. Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 30 
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kehendak kita. Dengan demikian digunakannya rotan sebagai 
bahan kalosara mempunyai arti perlambang atau mempunyai 
makna simbolik. Hal ini dapat memperingatkan seseorang dalam 
hidupnya agar selalu bermanfaat dan berguna, baik untuk 
kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang 
banyak/umum. Manusia harus hidup rukun dan bekerjasama 
dengan orang lain, saling tolong menolong sehingga dapat terjalin 
suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram serta dapat 
terhindar dari perselisihan.17 
Demikian pula makna simbolik yang terdapat dalam 
lingkaran rotan yang dipilin tiga, dimana kedua ujungnya 
dipertemukan pada satu simpul dan ada yang panjang dan ada 
yang pendek. Ketiga rangkaian pilinan rotan tersebut masing-
masing dapat melambangkan mulai dari sebuah keluarga batih atau 
inti yang merupakan satu kelompok masyarakat terkecil sampai 
kepada tingkat pemerintahan dan kenegaraan (kerajaan). Dalam 
sebuah keluarga inti misalnya, terdiri atas tiga unsur yakni masing-
masing seorang ayah, ibu dan anak-anaknya. Ketiga unsur tersebut 
disimbolkan atas dasar ketiga pilinan rotan yang dipertemukan pada 
satu simpulnya. Sementara keluarga batih atau inti yang mengatur 
kehidupan rumah tangganya sendiri dapat dilambangkan dengan 
wadah atau siwole yang merupakan wadah dari kalosara tersebut. 
                                                          
17 Ibid 
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Sedangkan pada kelompok kerabat ambileneal luas yang 
dilukiskan dalam makna simbolik kalosara ini, dilambangkan 
kedalam kesatuan dan persatuan seluruh warga orang Tolaki yang 
berasal dari satu nenek moyang, adat dalam kehidupan kerabat 
ambilineal, dan pola dari suatu wilayah distrik atau kecamatan 
sebagai tempat pemukiman semua warga kelompok kerabat 
ambilineal luas asal dari satu nenek moyang.  
Dalam sistem kepemimpinan tradisional yang meliputi unsur-
unsur pimpinan kelompok sosial kecil, adat dalam kehidupan dan 
wadah lingkungan kecil tempat tinggal warganya, mempunyai 
makna simbolik menurut kalosara tersebut. Unsur-unsur pimpinan 
yang dimaksudkan itu terdiri atas tiga, yakni tonoomotuo sebagai 
pimpinan atau ketua kelompok, tamalaki sebagai kepala pertahanan 
dan keamanan, dan mbu’akoi sebagai dukun kelompok. Demikian 
pula pada sistem kepemimpinan di tingkat desa mempunyai unsur-
unsur yang terdiri atas; tonoonotuo sebagai kepala desa, Pabitara 
sebagai hakim adat, dan o sudo sebagai wakil kepala desa. 
Sedangkan di tingkat kecamatan terdiri atas putobu sebagai kepala 
wilayah kecamatan, pabitara sebagai hakim adat di tingkat 
kecamatan, dan posudo sebagai aparat pembantu kepala wilayah 
kecamatan. Demikian pula pada masa kerajaan di zaman silam, di 
mana terdapat dua buah kerajaan yakni Konawe dan Mekongga. 
Kedua kerajaan tersebut masing-masing mempunyai pimpinan yang 
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terdiri atas; Mokole (Konawe) atau Bokeo (Mekongga) sebagai 
pimpinan yang tertinggi di suatu kerajaan atau raja, Sulemandara 
sebagai perdana menteri, dan Tutuwi Motaha adalah aparat 
pertahanan di kerajaan tersebut. Ketiga komponen tersebut 
merupakan simbol kalosara, di mana dalam setiap pilinnya yang 
terlilit tiga itu, masing-masing melambangkan satu unsur pimpinan. 
Makna simbolik kalosara yang dipilin tiga itu dengan 
mempertemukan pada satu simpul, juga melambangkan adanya 
unsur pemerintahan, unsur agama dan unsur adat. Ketiga unsur-
unsur tersebut tersalut menjadi satu dalam simbol kalosara. Ketiga 
komponen yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama dan adat itu 
saling dukung mendukung dalam upaya menciptakan tingkat 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.18 
Dalam setiap menyuguhkan atau menampilkan kalosara ini 
dalam berbagai kegiatan, baik yang sifatnya upacara maupun tidak, 
selalu dilengkapi dengan wadah dan kain putih bersih. Wadah yang 
biasanya terbuat dari anyaman daun palem atau lainnya itu disebut 
siwole. Baik wadah maupun kain putih tersebut juga mempunyai 
makna simbolik tersendiri. Misalnya sebuah keluarga inti yang 
berada dalam sebuah rumah tangga bersama dengan adatnya, 
masing-masing dapat dilambangkan sebuah kalosara yang 
                                                          
18 Anwar Hafid. Kalosara Sebagai Instrumen Utama Dalam Kehidupan Sosial 
Budaya Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, http://anwarhapid.blogspot. 
com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html. Diakses pada tanggal 23 
Desember 2016. 
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diletakkan di atas sebuah wadah siwole yang dilapisi dengan kain 
putih. 
Pada kehidupan keluarga yang lebih luas lagi, di mana 
terdapat adat dalam kehidupan keluarga dan komunitas serta 
hubungan antar unsur-unsurnya yang saling terkait secara timbal 
balik. Kalau ketiga unsur keluarga luas itu, dilambangkan dengan 
ketiga pilinan rotan pada kalosara, maka untuk adat dalam 
kehidupan dan pola komoniti keluarga dilambangkan dengan wadah 
atau siwole dengan kain putihnya. 
Siwole atau wadah itu mempunyai makna simbolik sebagai 
tempat tinggal warganya pada kelompok lingkungan terkecil, 
termasuk pula kain putih sebagai lambang adat dalam kehidupan 
bermasyarakat. Di tingkat desa maupun kelurahan di mana selain 
kalosara sebagai simbol dari unsur-unsur perangkat 
desa/kelurahan, maka adat dalam kehidupan desa dan desa 
sebagai sebuah pemukiman dilambangkan dengan kain putih dan 
siwole. Demikian juga halnya pada tingkat kecamatan sampai 
dengan kerajaan bahkan dalam bentuk sistem pemerintahan dan 
ketatanegaraan seperti sekarang ini. Wadah atau siwole adalah 
perlambang dari sebuah tempat tinggal atau pemukiman baik warga 
desa/kelurahan, kecamatan, kerajaan dan seterusnya. Sedangkan 
kain putih bersih merupakan lambang dari adat dalam kehidupan 
yang sedang berlangsung pada suatu pemukiman di mana mereka 
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itu berada.19 Dijadikannya wadah (siwole) dan kain putih yang 
merupakan kelengkapan dari benda kalosara, sebagai benda yang 
juga mempunyai makna simbolik di dalamnya, karena bahwa kain 
putih itu identik dengan kesucian dan keadilan, dan pada tingkat 
berikutnya dianalogikan segala hal yang suci dan adil yang 
dilakukan oleh manusia berdasarkan ajaran adat. Sedangkan siwole 
disimbolkan sebagai wadah, mulai dari wadah tingkat desa, 
kecamatan, kerajaan dan seterusnya, maka yang dimaksudkannya 
adalah wadah anyaman tempat kalosara yang identik dengan 
wilayah pemukiman penduduk.20 
Terlepas dari kedua perlengkapan kedua alat tersebut di 
atas, kalosara juga sangat sarat dengan makna simbolik dalam 
setiap kegiatan-kegiatan upacara terutama pada upacara daur hidup 
seseorang. Karena upacara daur hidup itu merupakan suatu 
peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Adapun jenis upacara 
yang dikenal di kalangan orang Tolaki, diantaranya adalah upacara 
mesosambakai yakni upacara penyambutan kelahiran bayi pertama, 
upacara mepokui yakni pemotongan rambut, manggilo yakni 
upacara sunatan, mepakawi atau medulu yakni upacara 
perkawinan, dan upacara kematian yang disebut mateha. 
Pada upacara perkawinan yang disebut mepakawi atau 
medulu, di mana dalam proses penyelenggaraannya didahului 
                                                          
19 Rauf Tarimana, Op.Cit. Hlm 200 
20 Ibid. Hlm. 210 
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dengan sejumlah tahap-tahap. Seperti telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa secara ideal dan normatif proses 
penyelenggaraan suatu perkawinan dilakukan sebanyak lima tahap, 
yaitu; tahap metiro (meninjau calon isteri), mondutudu (pelamaran 
jajagan), meloso’ako (pelamaran sesungguhnya), mondongo niwule 
(meminang) dan mowindahako (upacara akad nikah). Namun 
seiring dengan perkembangan zaman mengalami penyederhanaan 
menjadi tiga tahap, masing-masing tahap monduutudu, mondongo 
niwule, dan mowindahako. Dalam setiap tahap penyelenggaraan 
perkawinan itu, senantiasa menghadirkan kalosara. Keberadaan 
kalosara sangat begitu penting pada setiap tahap upacara.21 
Tanpa kehadiran kalosara disetiap upacara dalam rangkaian 
perkawinan dipandang tidak sah, sehingga tidak ada upacara 
perkawinan tanpa kalosara. Adapun kalosara yang digunakan dalam 
urusan perkawinan disebut kalosara mbendulu (kalo adat 
perkawinan). Maksud penggunaan kalosara dalam sebuah 
perkawinan orang Tolaki adalah untuk mempererat hubungan 
kekeluargaan di kalangan keluarga luas, dan juga untuk mengikat 
hubungan dengan kelompok kerabat.22 
Seperti halnya dengan upacara daur hidup lainnya, upacara 
kematian pada orang-orang Tolaki tidak luput dari penggunaan 
kalosara. Menurut orang Tolaki bahwa kematian yang dianggap 
                                                          
21 Muslimin Su’ud, 2012. Kompilasi Hukum Adat Perkawinan di Sulawesi Tenggara. 
Kendari: HISPISI Cabang Sultra. Hlm. 46 
22 Ibid. Hlm. 50 
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wajar adalah dikarenakan penyakit. Kendati pun tidak menutup 
kemungkinan kematian itu disebabkan oleh beberapa penyebab 
lainnya. Apabila kematian telah datang baik dikarenakan penyakit 
atau penyebab lainnya, maka biasanya dilakukan penyembelihan 
seekor kerbau yang disebut kotumbenao, yakni korban pemutus 
nyawa; pemisah antara tubuh dan roh. Sementara yang lainnya 
membunyikan gong sebagai tanda pengiring roh menghadap 
kepada tuhannya yang disebut tumotabua. Untuk memberi tahu 
kerabat yang jauh dan terutama mereka yang dituakan serta para 
sesepuh di desa, maka diutuslah beberapa orang untuk 
mengantarkan kalo yaitu kalo ula-ula dan kalo lowani. Kalo ulaula 
adalah kalo asal terbuat dari gulungan benang putih yang dibentuk 
seperti orang-orangan, dimana digunakan untuk perkabaran tentang 
adanya orang meninggal, sedangkan kalo lowani yakni kalo asal 
dari sobekan kain putih dipakai sebagai tanda berkabung. Orang 
yang datang melayat/berkabung di tempat orang kematian itu, 
sebagian besar mengenakan kalo lowani. Makna simbolik yang 
terkandung dari kedua kalo tersebut masing-masing 
menggambarkan bahwa penggunaan kalo ula-ula atau kowea 
adalah anggota kerabat yang meninggal itu datang kepada 
kerabatnya untuk pamit mendahului menghadap Tuhan dan 
sekaligus mengharapkan kiranya kerabatnya yang masih hidup itu, 
sudi untuk ikut mengurus keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan 
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makna simbolik dari penggunaan kalo lowani adalah kerabat 
merasa kehilangan seorang anggota kerabat yang sangat banyak 
menentukan dalam pembinaan keluarga dan kerabat secara 
keseluruhan.23 
Penggunaan kalosara pada upacara-upacara resmi dalam 
urusan pemerintahan, misalnya pelantikan raja di zaman lampau 
atau penobatan ketua-ketua adat dan upacara-upacara 
penyambutan adat para pejabat pemerintah yang disebut kalosara 
wonua. Makna simbolik dari penggunaan kalosara tersebut adalah 
bahwa rakyat sangat mengharapkan bimbingan dan perlindungan 
dari pimpinannya dan sebaliknya pemerintah mengharapkan 
dukungan serta bantuan dari rakyatnya. Disamping itu penggunaan 
kalosara pada kegiatan upacara-upacara tersebut di atas, 
dimaksudkan untuk mempererat tali hubungan antara pemerintah 
dan rakyat. Makna simbolik lainnya juga terdapat pada pertemuan 
kedua simpul kalosara, dimana menunjukkan satu simpul berukuran 
panjang dan simpul lainnya berukuran pendek. Simpul yang 
berukuran tinggi itu di arahkan kepada orang yang dibawakan atau 
ditujukan kalosara, menandakan orang tersebut mendapatkan 
penghargaan tinggi dan diharapkan pula dapat memberi petunjuk. 
Sedang simpul yang berukuran pendek menandakan bahwa orang 
                                                          
23 Muslimin Suud. Op.Cit. Hlm 25 
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yang membawakan kalosara siap untuk menerima petunjuk atau 
bimbingan.24 
Selain sarat dengan muatan makna simbolik sebagaimana 
telah dikemukakan di atas, kalosara juga merupakan alat 
komunikasi dan sebagai bahasa lambang kepada pihak-pihak 
tertentu. Komunikasi secara timbal balik secara perorangan, 
keluarga dengan keluarga, golongan dengan golongan dalam 
konteks kehidupan sosial. Demikian pula dalam berkomunikasi 
dengan unsur-unsur alam dan lingkungan sekitarnya.25 
4. Eksistensi Fungsi Kalosara 
Meskipun kalosara terbilang usianya seumur dengan 
kehadiran Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di Kolaka, 
namun sebagai suatu hasil produk nenek moyang mereka, sampai 
saat ini masih tetap dipergunakan dan dipertahankan oleh 
masyarakat pendukungnya. Bahkan berdasarkan hasil penelitian 
Tarimana beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa ada sekitar 
86% dari 384 orang responden, yang menilai kalosara itu masih 
sangat berperanan sebagai lambang integrasi dan solidaritas 
masyarakat Tolaki.26 Kalaupun terjadi adanya perubahan kalosara 
tersebut, maka tidaklah terlalu signifikan dalam penggunaannya. 
                                                          
24 Azis Tondrang, 2000. Peranan Kalosara dalam Pembentukan Karakter 
Masyarakat Tolaki. Unaaha: Makalah dalam Rangka Musyawarah Adat I Suku Bangsa 
Tolaki. Hlm. 5 
25 Muslimin Su’ud, 2008. Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki. Kendari: Universitas 
Haluoleo. Hlm. 33 
26 Abdurrauf Tarimana, Op.Cit. Hlm. 211 
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Adapun aspek-aspek yang telah dianggap berubah adalah masalah 
bentuk ukurannya. Dimana kalau dahulu ditemukan sampai lima 
bentuk kalosara dengan berbagai ukuran, namun sekarang ini sisa 
menjadi dua atau tiga bentuk ukuran, yang masing-masing terdiri 
atas ukuran sebesar kepala dan ukuran selebar bahu orang 
dewasa. 
Demikian pula dalam penggunaannya telah mengalami 
sedikit perubahan terutama dalam tahap-tahap prosesi sebuah 
pelamaran pada suatu perkawinan. Kalau dahulu proses suatu 
penyelenggaraan perkawinan lima tahap, masing-masing tahap 
metiro, mondutudu, meloso’ako, mondongo niwule, dan tahap 
mowindahako, maka sekarang ini sudah disederhanakan menjadi 
tiga tahap, yakni monduutudu, mondongo niwule, dan mowindahako 
Peranan lainnya dari aspek penggunaan kalosara yang 
sampai sekarang ini tetap berlangsung atau dilakukan, diantaranya 
adalah dalam penyelenggaraan upacara ritual sepeti mosehe wanua 
yang biasanya diselenggarakan sekali dalam setahun. Disamping itu 
juga digunakan dalam upacara pergantian tahun pertanian dan juga 
sebagai penjaga tanaman jangka panjang, dan yang tak kalah 
pentingnya adalah sebagai alat perdamaian, apabila terjadi 
pertentangan sosial dalam suatu kelompok masyarakat ataupun 
yang lebih luas. 
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Untuk mendamaikan sejumlah pertentangan yang terjadi di 
tengah-tengah kelompok masyarakat, dimana disebabkan oleh 
berbagai persoalan masing-masing mempunyai nama tersendiri. 
Misalnya untuk mempersatukan antara golongan bangsawan 
dengan golongan bawah pada zaman lampau, maka kalosara yang 
digunakan disebut kalosara mu’utabu. Kalosara mbu’utabu ini 
dipakai untuk menghadap kepada puutobu yang bertindak sebagai 
kepala wilayah, agar dapat turun tangan untuk memulihkan 
persoalan kedua golongan tersebut. Demikian pula untuk 
mempersatukan atau mendamaikan antara pihak pemerintah 
dengan rakyatnya. Untuk itu menggunakan kalosara mokole (raja), 
agar turun tangan memulihkan perselisihan tersebut. 
Kalosara ini juga digunakan dalam mendamaikan dua belah 
pihak keluarga yang sedang bertikai, karena terjadi suatu 
perkawinan di luar ketentuan adat dengan cara kawin lari. Maka 
untuk mempersatukan kedua belah pihak dengan menggunakan 
kalosara sokei. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari 
pihak keluarga yang membawa lari anak gadis. Sedang kalosara 
mekondora berperan untuk menyelamatkan hidup seseorang yang 
berselisih, karena kedua orang itu saling mengancam untuk 
membunuh lawannya. Dengan kehadiran kalosara tersebut 
sehingga terhindarlah pertentangan maupun perselisihan dan 
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akhirnya dapat mempersatukan serta berdamai dua pihak yang 
bertikai itu. 
Sebagai pihak ketiga atau penengah yang dianggap dapat 
menyelesaikan setiap silang sengketa yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat itu, maka di daerah Kabupaten Kendari khususnya dan 
masyarakat Tolaki pada umumnya telah terbentuk perangkat 
kelembagaan adat, masing-masing untuk tingkat desa dan 
kelurahan pejabatnya disebut Toonomotuo dengan membawahi dua 
orang perangkatnya, yakni Tolea sebagai duta atau perwakilan dan 
Pabitara sebagai juru bicara. Sedangkan ditingkat kecamatan 
pejabatnya disebut Puutobu. 
Kedua perangkat kelembagaan adat baik yang ada di tingkat 
desa/kelurahan maupun kecamatan ini, yang bertugas dalam 
menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. Karena itu, untuk menjadi seorang 
Toonomotuo ataupun Puutobu beserta perangkat adatnya harus 
memiliki persyaratan tertentu, diantaranya adalah laki-laki yang 
sudah dewasa, memiliki kharisma dan wibawa dimata 
masyarakatnya, memiliki mental terpuji, memiliki wawasan yang 
cukup luas terutama tentang adat istiadat, mempunyai tutur bahasa 
yang baik, dan lain sebagainya serta telah dikukuhkan atau 
dinobatkan. Biasanya dalam menjalankan tugasnya ini, Toonomotuo 
dimintai kesediannya untuk memberikan bantuan kepada yang 
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mengalami permasalahan akan menanganinya dengan sepenuh 
hati dan menyelesaikan dengan kekeluargaan.  
Bagi orang Tolaki yang sedang berperkara atau bermasalah 
kepada siapa saja, dan telah dibawakan kalosara kepadanya lalu ia 
tidak menerimanya, maka orang tersebut dianggap mate sara 
artinya mati adat. Sehingga orang yang demikian itu kepadanya 
tidak akan dibawakan lagi adat. Kemudian segala bentuk urusan 
kekeluargaannya yang menyangkut soal adat istiadat, tidak perlu 
lagi diselesaikan melalui hukum adat. Sehingga itulah sebabnya 
sering terdengar ungkapan dari orang tua bahwa barang siapa yang 
tidak mentaati kalosara, maka ia akan menjadi bere-bere olutu ruru 
mbenao, yang artinya tersisih dari pergaulan masyarakat umum. 
Apabila telah terjadi hal yang demikian itu maka orang tersisih tadi 
disebut mbrito, yaitu manusia yang tidak punya harga diri lagi. 
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu 
strafbaarfeit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh 
menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing 
para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit 
menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. 
Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang 
diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan 
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sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan27. 
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, 
bahwa strafbaarfeit kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, 
peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh 
dipidana atau dikenakan hukuman. Wirjono Prodjodikoro, 
menterjemahkan istilah strafbaarfeit sama dengan tindak pidana 
yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum 
pidana28. Simons, merumuskan bahwa strafbaarfeit itu sebenarnya 
adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.29 
Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di 
Indonesia dapat dijumpai istilah–istilah lain yang mempunyai maksud 
sama dengan strafbaarfeit. Istilah-itilah ini terdapat di dalam : 
1. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang 
Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1. 
2. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalm UU No. 1 
Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara 
untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan 
acara peradilan-peradilan sipil. 
                                                          
27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 2001, Hlm. 69. 
28 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta ; PT. 
Eresco, 1981, Hlm. 12. 
29 Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het 
Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 
1992, Hlm. 72. 
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3. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini 
terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951. 
4. Hal–hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini 
terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 
pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan 
perburuhan. 
5. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang 
Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum. 
6. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang 
Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, 
penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. 
7. Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan 
Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja 
bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena 
melakukan tindak pidana.30 
Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “Suatu pengertian 
dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian 
yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” 
(crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara 
yuridis (hukum) atau secara kriminologis.”31 Vos memberikan 
defenisi bahwa strafbaar feit adalah kelakuan atau tingkah laku 
                                                          
30 Sudarto, Hukum Pidana, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
1997 Hlm. 12. 
31 Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang , 1990, hlm, 40. 
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manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan 
pidana.32 Pompe terhadap istilah strafbaar feit memberikan dua 
macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang 
bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang 
bersifat teoritis adalah:33 
“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum atau sebagai normovertrading 
(verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld 
heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de 
handhaving der rechts orde en de behartiging van het 
algemeen welzijn.”  
 
Definisi strafbaar feit yang bersifat perundang-undangan 
atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan 
yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum.34 Pompe mengatakan 
strafbaar feit itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang 
ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten 
(pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).35 
Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah strafbaar 
feit telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum 
                                                          
32 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 224   
33 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.   
34 Ibid., hlm. 182.   
35 Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 225.   
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sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
di dalamnya.36 
Van Hattum berpendapat bahwa istilah strafbaar feit secara 
eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah 
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi 
dapat dihukum atau suatu feit terzake van hetwelk een person 
strafbaar is.37 Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi 
istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.38 
Menurut E.Utrech, pengertian tindak pidana dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan 
(natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 
karena perbuatan atau melalaikan itu).39 Para pakar hukum pidana 
menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai 
                                                          
36 P.A.F. Lamintang, Loc. Cit., hlm. 181 - 182   
37 Ibid., hlm. 184.   
38 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, hlm. 59.   
39 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 98.   
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dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu 
sendiri. Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana adalah 
“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.”40. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan 
dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang 
melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni 
sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang 
(criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 
(criminal responbility).41 Unsur-unsur tindak pidana menurut 
pandangan monistis meliputi:42 
a. Ada perbuatan;  
b. Ada sifat melawan hukum;  
c. Tidak ada alasan pembenar;  
d. Mampu bertanggungjawab;  
e. Kesalahan; 
f. Tidak ada alasan pemaaaf.  
 
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan 
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya 
                                                          
40 Sudarto, Op.Cit, hlm. 42. 
41 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.   
42 Ibid., hlm. 43.   
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mencakup criminal act, dan criminal responbility tidak menjadi unsur 
tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan 
sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang 
dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan 
hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut pandangan 
dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:43 
a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;  
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar.  
 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:44 
a. Mampu bertanggungjawab; 
b. Kesalahan;  
c. Tidak ada alasan pemaaf.  
 
Menurut Sudarto sendiri yaitu kedua pendirian tersebut di 
atas tidak ada perbedaan yang prinsipiil, sebab jika seseorang 
menganut pendirian salah satu diantaranya hendaknya memegang 
pendirian tersebut dengan konsukuen, agar tidak ada kekacauan 
pengertian. Yang penting adalah bahwa kita harus menyadari 
bahwa untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat 
tertentu, dan semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan 
pidana harus lengkap adanya.45 
                                                          
43 Amir Ilyas, loc. cit., hlm. 43   
44 Ibid., hlm. 43   
45 Sudarto. 2001. Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Unsoed. Purwokerto. 
hal. 25-26 
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Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana 
apabila perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, 
yaitu: 
a. Memenuhi rumusan undang-undang; 
b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 
c. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan: 
d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab 
e. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf). 
Mengenai penentuan perbuatan pidana yang memenuhi 
rumusan undang-undang di Indonesia menganut asas legalitas yang 
terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
yang menyatakan: 
Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 
 
Hal ini sesuai dengan pernyataan, pembentuk undang-undang 
menyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, 
sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan 
pidana maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan 
pidana. Hal tersebut memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP.46 
Dengan demikian bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan 
pidana adalah norma yang tertulis. Asas yang menentukan bahwa 
                                                          
46 Roeslan Saleh. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan 
Penjelasanya. Aksara Baru. Jakarta hal. 1. 
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tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, lebih 
dikenal dalam bahasa latin yaitu nullum delictum poena sine previa 
lege poenela (tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu). 
Asas ini bertujuan untuk terjaminya kepastian hukum di 
samping latar belakang bahwa tentu saja asas ini mencegah agar 
tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. 
Asas ini mengandung tiga pengertian, yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi (kiyas). 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.47 
 
Unsur pemidanaan yang kedua adalah bersifat melawan 
hukum, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah 
“Onrechtmatigheid” atau bisa dinamakan juga “Wederrechtelijkheid”. 
Menurut Roeslan Saleh mengenai unsur sifat melawan hukum, 
dengan jalan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka 
pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang 
perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk 
selanjutnya dipandang seperti demikian.48 
Menurut Pompe, melawan hukum merupakan unsur mutlak 
perbuatan pidana bilamana melawan hukum secara tegas 
                                                          
47 Ibid hal.. 40. 
48 Ibid hal. 1. 
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disebutkan dalam ketentuan pidana bersangkutan. Sesungguhnya 
demikian, walaupun melawan hukum bukan unsur mutlak perbuatan 
pidana, namun adanya hal-hal yang menghapuskan unsur melawan 
hukum akan menghapuskan pula adanya pidana.49 
Unsur pemidanaan yang ketiga adalah kesalahan yang terdiri 
dari kesengajaan (dolus dan culpa) dan kemampuan bertanggung 
jawab. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sudarto sendiri bahwa, 
untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila 
diikuti pendirian dari Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang 
telah melakukan tindak pidana belaka. Di samping itu pada orang 
tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.50 
Berkaitan dengan masalah bertanggung jawab Simons, 
sebagaimana dikutip oleh Sudarto, menyatakan pendapatnya 
sebagai berikut: 
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu 
keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya 
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur 
sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu 
bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a. Ia mampu untuk untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatanya bertentangan dengan hukum; 
b. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran 
tersebut.51 
 
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan unsur atau bersifat 
                                                          
49 Ibid hal. 5. 
50 Sudarto. 2001. Op. Cit, hal. 39. 
51 Ibid hal.39. 
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melawan hukum, meskipun perbuatanya telah memenuhi rumusan 
tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun 
hal tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk 
pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang 
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah 
(subjective guilt). Asas kesalahan (culpabilitas) menyangkut 
orangnya atau pelakunya. Jadi untuk adanya pemidanaan harus ada 
kesalahan pada si pembuat tindak pidana. Dalam hal ini berlaku 
asas “nulla poena sine culpa” atau tidak ada pidana tanpa 
kesalahan.52 
Menurut Sudarto, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang 
memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat 
tindak pidana.53 Kemudian Sudarto membagi kesalahan menjadi tiga 
arti, yaitu: 
a. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan 
dengan pengertian “pertanggungan jawab dalam unsur pidana” 
di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas 
perbuatanya. 
b. Kesalahan dalam bentuk kesalahan berupa: 
1) Kesengajaan (dolus); 
2) Kealpaan (culpa). 
c. Kesalahan dalam arti sempit yaitu kealpaan (culpa) seperti yang 
disebutkan pada kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang 
berupa kealpaan.54 
 
                                                          
52 Ibid hal.39 
53 Ibid hal..41. 
54 Ibid hal..45 
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Apabila ketiga syarat pemidanaan tersebut di atas, baik 
memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, serta 
unsur kesalahan dipenuhi oleh si pelaku tindak pidana maka pidana 
dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Jika ada 
perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
lainnya, maka aturan dalam KUHP dapat dikesampingkan.. 
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayan 
Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyikasaan dan lain-
lain. Sedangkan menurut yurisprudensi, arti penganiyaan adalah 
perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa 
sakit atau luka. Selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP masuk 
dalam pengertian penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak 
kesehatan orang.55 
Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam 
KUHP, namun dapat dilihat pengertian penganiayaan menurut 
pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. 
sebagai berikut: 
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian 
penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka 
                                                          
55 Syifaul Qulub 2008, Kejahatan Terhadap Tubuh. Fakultas Syari’ah. Institut Agama 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses melalui 
http://rangerwhite09artikel.blogspot.com/2010/05/kejahatanterhadap-tubuh.html pada 
tanggal 28 Desember 2016. 
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pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan 
sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 
penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah 
keselamatan badan, kemudian ilmu pengertian (doctrine) 
mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
pada orang lain.”56 
H.R (hooge Raad), menjelaskan penganiayaan adalah 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan 
dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat 
untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.57 
Pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: 
“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka 
pada orang lain, Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit 
atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 
penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah 
keselamatan badan”.58 
Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan 
adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” 
                                                          
56 Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 
Armico, Bandung, 1985, hlm. 83. 
57 Ibid 
58 Leden Marpaung, Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1999, hlm. 5. 
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Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan 
sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan 
penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.59 
Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan 
Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain: 
1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau 
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
merugikan kesehatan badan orang lain.60 
 
Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau 
doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 
orang lain. Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar 
tersebut, dalam perkembangan muncul yurisprudensi yang mencoba 
menyempurnakan Arrest Hooge Raad tanggal 10 Februari 1902, 
yang secara substansial menyatakan: 
Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi 
tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu 
tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiyayaan. 
Contohnya dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru 
atau orang tua memukul seorang anak.61 
 
Roeslan saleh menuliskan, bahwa orang baru akan dipidana 
apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas 
                                                          
59 Mudhofar. 2011. Tindak Pidana Penganiayaan. Diakses melalui 
http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html pada tanggal 8 
Desember 2016. 
60 Ibid, hlm. 6. 
61 Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 71. 
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yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak 
ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana 
apabila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan 
pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari 
perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan 
hukum62 
Berdasarkan pengertian penganiayaan diatas maka rumusan 
penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur kesengajaan; 
b. Unsur perbuatan; 
c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: 
1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 
2) Luka tubuh; 
3) Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku 
 
2. Karakteristik Umum Tindak Pidana Penganiayaan 
Perumusan mengenai penganiayaan secara yuridis memiliki 
penjelasan bahwa perbuatan tersebut berarti berbuat sesuatu 
dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, 
memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut 
Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan 
merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, 
unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk), 
tidak seperti unsur kesengajaan dari perbuatan. Apabila suatu 
                                                          
62 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1983 Hlm 13 
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penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai Pasal 351 
ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. 
Akibat ini harus dituju dan juga harus sengaja karena KUHP 
telah mengatur tindak pidana penganiayaan berat kedalam Pasal 
351 ayat (2) KUHP maksimal hukuman dijadikan 5 (lima) tahun 
penjara dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman 
delapan tahun penjara.63 Akan tetapi akibat dari penganiayaan fisik, 
tidak selalu mengakibatkan luka ringan saja, melainkan juga 
menimbulkan luka berat. Definisi mengenai luka berat yang 
dimaksud terdapat dalam KUHP, Istilah luka berat sesuai Pasal 90 
KUHP : 
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 
maut; 
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencarian; 
- Kehilangan salah satu pancaindra; 
- Mendapat cacat berat; 
- Menderita sakit lumpuh; 
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.64 
Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan dengan 
berupa sakit atau luka pada tubuh, itu haruslah merupakan tujuan 
satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki 
timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang 
                                                          
63 M. Ahmad Zulfikar, Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri, Universitas 
Khatolik Parahiyangan, Bandung, 2008, hlm 8-9. 
64 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 39. 
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dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan 
bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. 
Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi 
tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan lain 
yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.65 Adapun 
jenis-jenis dari penganiayaan yang diatur dalam KUHP diantaranya 
adalah:66 
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 
b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) 
c. Panganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 
e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) 
f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (Pasal 
356 KUHP) 
 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap tindak 
pidana tersebut, dibawah ini akan diuraikan satu persatu jenis tindak 
pidana tersebut sebagai berikut:67 
a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Tindak pidana penganiayaan biasa ini diatur dalam 
ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan 
untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana 
penganiayaan dalam bentuk pokok. Pasal 351 KUHP yang 
menegaskan sebagai berikut: 
                                                          
65 Ibid, hlm 41. 
66 Moeljatno, Op.Cit, hlm, 125 
67 Ibid 
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(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun. 
(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
(4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan 
dengan penganiayaan. 
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 351 KUHP diatas 
terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang 
perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 
KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana 
yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP 
dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Rumusan awal Pasal 351 
KUHP yang diajukan menteri kehakiman diatas sebenarnya cukup 
memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan 
oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat unsur-unsur 
perbuatan maupun akibat. Namun oleh karena sebagian parlemen 
menganggap istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat 
pengertian yang sangat bias atau kabur, maka parlemen 
mengajukan keberatan atas rumusan tersebut. Sehingga perumusan 
Pasal 351 ayat (1) hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu 
penganiayaan didasarkan atas pertimbangan, bahwa semua orang 
dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiayaan. 
 52 
 
Adapun unsur-unsur dari penganiayaaan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sama dengan unsur-unsur 
penganiayaan pada umumnya yaitu: 
1) Unsur kesengajaan; 
2) Unsur perbuatan; 
3) Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada 
tubuh, dan luka tubuh, namun dalam pasal 351 ayat (1) KUHP 
tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh 
pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan 
tersebut.; 
4) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.68 
 
Pasal 351 ayat (2) mengatur tentang penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat. Merujuk pada pengertian penganiayaan 
diatas, maka apabila dirinci unsur penganiayaan dalam Pasal 351 
ayat (2) adalah: 
1) Unsur kesengajaan; 
2) Unsur Perbuatan; 
3) Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat.69 
 
Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 
ayat (2) di atas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) 
hampir sama dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan 
penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya 
menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 
351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan 
yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, 
dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat 
                                                          
68 Ibid 
69 Ibid 
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harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan 
dari pelaku. Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku 
atau merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang 
terjadi bukan lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka 
berat, tetapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 353 KUHP. 
Pasal 351 ayat (4) mengatur tentang penganiayaan yang 
berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan. Penganiayaan dalam 
Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana 
akibat dari penganiayaan tersebut berupa rusaknya kesehatan dari 
korban merupakan akibat yang dikehendaki dari pelakunya. Apabila 
dikaitkan dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, maka 
penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) mempersyaratkan, bahwa 
pada saat melakukan perbuatannya (penganiayaan) pelaku memang 
menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta ia mengetahui 
bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan rusaknya 
kesehatan. Unsur rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 
351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh 
yang menjadi penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Sekalipun secara logika sangat mungkin terjadinya rasa sakit atau 
luka tubuh itu sekaligus merupakan perbuatan yang merusak 
kesehatan, namun merusak kesehatan yang dimaksud dalam pasal 
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351 ayat (4) mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut 
yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh.70 
b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Penganiayaan ringan diatur pada Pasal 352 KUHP. Disebut 
penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan 
luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa 
menjalankan aktivitas sehari-harinya. Pasal 352 KUHP yang 
menegaskan sebagai berikut: 
(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam 
karena penganiayaan ringan,dengan pidana penjara paling 
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang 
yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja 
padanya, atau menjadi bawahannya. 
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 
Berbeda dengan penganiayaan lain yang diberlakukan di 
Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Jenis tindak pidana ini 
dalam Wetboek van Straftrecht (WvS) tidak dikenal. Dibuatnya 
ketentuan tentang penganiayaan ringan pada umumnya didalam 
KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya 
perbedaan kewenangan mengadili dari polisi dan Pengadilan Negeri 
yang sengaja dibentuk oleh pemerintah Kolonial di Indonesia. 
Pengadilan polisi berwenang mengadili perkara-perkara ringan 
sedangkan Pengadilan Negeri untuk perkara-perkara yang lain. 
                                                          
70 Ibid 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP di atas, tersimpul 
bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah penganiayaan 
yang tidak termasuk dalam: 
1) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 
353 KUHP 
2) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi 
tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP yaitu 
penganiayaan terhadap:Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau 
anaknya. Pegawai Negeri yang sedang atau karena 
menjalankan tuganya yang sah. 
3) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya 
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
4) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian.71 
 
Secara implisit ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP 
mengandung pemahaman, bahwa penganiayaan yang tidak 
menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak 
mempunyai kualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 
bukanlah merupakan penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1), 
tetapi termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 352 ayat (1) KUHP. 
c. Panganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Penganiyaan berencana diatur pada Pasal 353 KUHP yang 
menegaskan sebagai berikut: 
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(1) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. (KUHP 90.) 
(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
 
M.H. Tirtaamidjaja menyatakan arti direncanakan lebih dahulu 
adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya 
untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.72 Apabila 
dipahami tentang arti dari direncanakan di atas, bermaksud sebelum 
melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih 
dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet 
voor bedachte rade) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan 
lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari 
kesengajaan (opzettielijk) dan merupakan alasan pemberat pidana 
pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada 
pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Perkataan berpikir 
dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak 
langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berpikir dengan 
batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang 
disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku 
sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan 
kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. 
                                                          
72 M.H. Tirtaamidjaja. 1995. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Fasco. Jakarta 
hal. 42 
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Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan 
emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan 
lain sebagainya. 
Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan di atas dan 
telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka 
berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana 
yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila 
menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan ayat 2 
bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan 
berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut 
bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi 
penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 
KUHP). 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas tersimpul 
pendapat bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk 
penganiayaan, yaitu: 
1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-
akibat luka berat atau kematian yaitu, diatur dalam Pasal 353 
ayat (1) KUHP. Apabila dikaitkan dengan pasal sebelumnya 
khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur 
penganiayaan biasa, maka penganiayaan berencana yang 
tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa 
penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu. 
Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) 
KUHP berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis 
penganiayaan adalah penganiayaan yang menimbulkan rasa 
sakit atau luka tubuh yang dilakukan secara berencana. Luka 
tubuh dalam konteks Pasal 353 ayat (1) adalah luka tubuh yang 
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tidak termasuk Pasal 90 KUHP dan tidak termasuk dalam 
pengertian menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP. 
2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur 
dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. 
3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian yang 
diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.73 
 
Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan 
berencana adalah sama-sama tidak mengakibatkan luka berat atau 
kematian. Memiliki kesengajaan yang sama baik terhadap perbuatan 
maupun akibatnya. Bila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka, 
maka luka tersebut harus luka yang tidak termasuk luka berat 
sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP. 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 
Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 KUHP. 
Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai 
berikut: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan 
pidana penjara paling lama delapan tahun. 
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh 
tahun. 
 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 354 KUHP tersebut, maka 
tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu: 
1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak 
menimbulkan kematian) diatur dalam pasal 354 ayat (1). 
2) Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan 
kematian, diatur dalam pasal 354 ayat (2).74 
                                                          
73 Ibid 
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Apabila diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan 
berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) memuat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1) Unsur kesalahan, berupa kesengajaan. 
2) Unsur melukai berat (perbuatan). 
3) Unsur tubuh orang lain. 
4) Unsur akibat yang berupa luka berat.75 
 
Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud 
dan tujuan dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku memang 
menghendaki terjadinya luka berat pada korban. Berbeda dengan 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka  berat, dimana luka 
berat bukanlah akibat yang dimasuk oleh sipelaku. Dalam 
penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian 
bukanlah merupakan akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya 
menghendaki timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini harus 
dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan 
menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai 
kemungkinan atau sebagai kepastian. Perbuatan penganiayaan 
berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh 
orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu 
harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: pebuatan yang 
dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu 
dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 
                                                                                                                                                               
74 Ibid 
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Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang 
sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti 
dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang 
terdakwah dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua 
unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari 
perbuatan pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan 
maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap 
perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap 
akibatnya, yakni luka berat. 
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 
KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk 
penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis 
penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat 
dengan penganiayaan berencana, dalam Pasal 355 KUHP, maka 
niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan 
terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi 
kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. 
Rumusan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun. 
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
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Berdasarkan rumusan pasal 355 KUHP diatas terlihat bahwa 
penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu: 
1) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan 
kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai 
penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan 
ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus 
dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat 
yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan. 
2) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. 
Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah 
akibat yang dikehendaki oleh sipelaku. Kematian yang timbul 
dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak 
dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab apabila kematian 
merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah 
penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).76 
 
f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (Pasal 
356 KUHP) 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 
356 KUHP yang menegaskan: 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat 
ditambah dengan sepertiga: 
1. Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang 
sah, istrinya atau anaknya. 
2. bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika 
atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
3. bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 
diminum. 
 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang 
memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan pasal 356 KUHP 
                                                          
76 Ibid 
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ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan 
yaitu: 
1) Kulitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut 
berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri 
yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
2) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan 
itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan 
atau untuk diminum.77 
 
g. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian 
yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini 
diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu: 
1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian. 
Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan 
biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 
351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam 
penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam 
Pasal 351 (1) KUHP. Secara substansial, perbedaan antara 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan 
penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) 
adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan 
biasa Pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit 
atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP 
akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa 
kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh 
pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan yang 
mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku 
tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. 
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Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya 
bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja. 
2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang 
mengakibatkan kematian. 
Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana 
yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak 
pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jadi 
penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (3) merupakan tindak 
pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian 
seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang 
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. 
3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian. 
Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang 
diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur 
yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok 
sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun 
dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian 
akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi 
kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku 
hanya menghendaki timbulnya luka berat. 
4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana 
yang mengakibatkan kematian. 
Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan 
kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering 
disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang 
diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. 
Namun kematian bukanlah akibat yang dikendaki pelaku. 
Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat 
yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan.78 
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D. Konsep Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (Alternative 
Dispute Resolution) 
1. Pengertian Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (Alternative 
Dispute Resolution) 
Penyelesaian perkara di luar pengadilan pada awalnya 
dikenal dengan istilah Alternative Disputes Resolution atau yang 
lebih dikenal dengan singkatan ADR yang merupakan bagian dari 
restorative justice yang merupakan kecenderungan baru dalam 
upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para 
pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik 
dengan Alternative Disputes Resolution dikarenakan banyak 
terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai 
sasaran dan berkeadilan. 
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jacqueline M. Nolan-
Haley, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan 
pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat 
hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang 
serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan.79 Upaya 
menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang 
panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan 
pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika.80 
                                                          
79 Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana”, 
http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-
pidana-diluar-pengadilan-/diakses pada tanggal 18 November  2016. 
80 Ibid 
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Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain 
sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan 
tersebut. Pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai 
suatu gerakan ke arah terbentuknya Alternative Disputes 
Resolution. Sehingga pada tahun itu juga American Bar Association 
secara resmi mengakui gerakan Alternative Disputes Resolution. 
Dengan mendirikan Special Committee on Minor Dispute yang 
kemudian menjadi Special Committee on Dispute Resolution. 
Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga 
telah mempunyai Alternative Disputes Resolution Committee. Juga 
fakultas hukum (law schools) secara bertahap telah memasukkan 
Alternative Disputes Resolution ke dalam kurikulum.81 
Macam-macam penyelesaian sengketa di Indonesia 
lembaga peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, 
yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik 
Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu 
prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. 
                                                          
81 Ibid 
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Kebebasan kekuasaan kehakiman yang 
penyelenggaraannya diserahkan pada badan-badan peradilan 
merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya 
kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap 
peradilan, hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh 
sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Tuntutan 
akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari 
pengaruh kekuasaan yang lainnya adalah tuntutan yang selalu 
bergema dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dari waktu ke 
waktu, betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas ini 
tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang 
mengharuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 
(rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). Dari konsepsi 
negara hukum sebagaimana dikemukakan, maka dalam praktek 
ketatanegaraan Indonesia harus secara tegas meniadakan dan 
melarang kekuasaan pemerintah untuk membatasi atau mengurangi 
wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin 
dalam konstitusi tersebut. Secara umum berdasarkan sifat proses 
dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan 
dalam:82 
1. Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa 
menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi 
                                                          
82 www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif), 
tanggal 12 Desember 2016 
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yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang 
dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk 
memutus bersifat kalah dan menang (win-lose). Proses 
penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah 
peradilan (litigasi) dan arbitrase. 
2. Proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa 
menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja 
sama (cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan 
dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga 
maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat 
menang (winwin). Proses penyelesaian sengketa yang masuk 
dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
ombudsman dan pencari fakta bersifat netral 
3. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini 
biasanya adalah penggabungan antara dua proses 
penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil 
putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. 
Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam 
kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (mini 
trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), 
evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation). 
Beberapa tahun berikutnya, Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (Alternative Dispute Resolution) mulai diterapkan secara 
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sistematis. Hakim seringkali memerintahkan kepada para pihak 
untuk ikut berpartisipasi dalam suatu persidangan. Peraturan di 
pengadilan senantiasa mensyaratkan para pihak untuk 
menyelesaikan kasus-kasus tertentu (seperti: malpraktek) 
diselesaikan melalui arbitrase, bahkan dibeberapa pengadilan, 
pihak-pihak disyaratkan untuk mencoba terlebih dahulu 
menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui cara 
mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan. 
Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru 
dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-
penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan 
oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya 
musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. 
ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena 
keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan 
musyawarah mufakat. Secara konvensional atau tepatnya 
kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika 
ada sengketa, pada umumnya para pihak yang bersengketa 
tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik 
lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika 
pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga 
peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam 
gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup 
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penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan 
kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPdt 
yang mengemukakan bahwa: 
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu 
hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun 
membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, 
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 
 
Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat 
lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, 
yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di 
samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal 
tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, 
Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei.83 
2. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative 
Dispute Resolution) 
Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat 
beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
1. Arbitrase 
Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (bahasa latin), 
yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara 
menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di 
atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang 
                                                          
83 http://www.e-ilmuhukum.com/2011/07/dasar-dasar penyelesaiansengketanon.html 
diakses pada 28 Desember 2016. 
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dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak 
mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, 
dalam hal ini lembaga peradilan. Meskipun arbitrase sudah ada 
dan dipraktekkan selama berabad-abad bahkan pertama kali 
diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, 
namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu 
arbitrase masih saja ditemui karena begitu banyaknya 
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak 
sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep 
yang berbeda-beda mengenai arbitrase. 
H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase 
adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang 
dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang 
bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada 
bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.84 H.M.N. 
Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase 
yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana 
para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak 
pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan 
diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para 
                                                          
84 H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan 
Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996. hal. 3. 
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pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah 
pihak.85 
Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus 
pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan 
arbitrase adalah bila jalur pengadilan (judicial settlement) 
menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, 
sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang 
dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, 
arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah 
arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya 
untuk kasus yang sedang ditangani. Menurut Frank Elkoury dan 
Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau 
simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin 
agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai 
dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-
dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula 
untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. 
Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni 
UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan arbitrase sebagai cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
                                                          
85 H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992. hal. 4 
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didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa. 
Black’s Law Dictionary juga memberikan definisi 
arbitrase sebagai : 
“a method of dispute resolution involving one or more 
neutral third parties who are usually agreed to by the 
disputing parties and whose decision is binding”. 
 
Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang 
No. 30 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disingkat UU No. 
30/1999) disebutkan bahwa : 
“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 
hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundangundangan 
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” 
 
Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus 
keluarga atau perceraian yang hak atas harta kekayaan tidak 
sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat 
diselesaikan melalui arbitrase. 
Untuk cara yang pertama dan kedua dilakukan dengan 
mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara 
para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk 
mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi, 
apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat 
tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang 
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bersengketa. Artinya, bagaimana mereka mampu 
menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. 
Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh 
para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. 
Cara ketiga adalah dengan mengajukan sengketa ke 
pengadilan. Cara itu kurang populer di kalangan pengusaha, 
bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya 
menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini 
kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam 
proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan 
(banding dan kasasi) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat 
pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para 
pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya 
dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian 
sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang 
tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan dapat juga 
menunjuk hakim ad hoc atau menggunakan saksi ahli). Cara 
penyelesaian keempat, yaitu arbitrase merupakan pilihan yang 
paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, 
arbitrase dinilai sebagai suatu “pengadilan pengusaha” yang 
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independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan mereka.86 
Berbagai pengertian arbitrase yang diberikan di atas 
terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu: 
1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian 
sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah 
terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga 
di luar peradilan umum untuk diputuskan; 
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah 
sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat 
dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang 
perdagangan industri dan keuangan; dan 
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan 
mengikat (final and binding). 
 
Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul di antara para pihak dilandasi oleh 
banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain:87 
1) Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana 
tersebut di atas ialah menang waktu, karena dapat 
dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam 
proses peradilan pada umumnya dapat dihindari; 
2) Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses 
penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan 
dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin; 
                                                          
86 www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif), 
tanggal 12 
November 2016 . 
87 Ibid 
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3) Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan 
yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat 
digunakan sehingga tidak perlu terhambat karena 
ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang 
bersangkutan; 
4) Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak 
memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) 
ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya 
oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut; 
5) Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial 
menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang 
merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih 
menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas 
secara nasional. 
Selain keuntungan itu ada juga kelemahan dari proses 
alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, sehingga 
para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai media 
untuk menyelesaiakan sengketa mereka. Kelemahan arbitrase 
antara lain :88 
1. Pemutusan perkara baik melalui pengadilan maupun 
arbitrase bersifat formal, memaksa, menengok ke 
belakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. 
                                                          
88 Ibid 
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Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa 
prosedur pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan 
yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut 
kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban 
legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. 
2. Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa 
secara litigasi di negara-negara Barat dan Timur antara 
lain memakan waktu yang lama, memakan biaya yang 
tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang 
bersengketa. 
2. Negosiasi 
Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu 
pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu 
kesepakatan antara para peserta tentang hal yang 
dirundingkan. Hal yang sama dikemukakan oleh C. Chatterjee 
pada saat menyatakan: 
“To negotiate means to ‘holdcommunication or 
conference for the purpose of arranging some matter 
bymutual agreement, to discuss a matter with a view to 
some settlement or compromise”.89 
 
Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa 
negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau 
perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu 
                                                          
89 Chatterjee C, Negotiations Techniques in International Commercial, Ashgate 
Publishing, England, 2000, hlm. 1-2 
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kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang 
melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari 
penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara 
langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya 
diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak 
sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan 
ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, 
negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu: 
(1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat 
dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, 
pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk 
menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan 
(2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang 
timbul di antara para pihak. 
Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh 
Suyud Margono90, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu: 
1. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal 
pertama yang dipersiapkan adalah apa yang 
dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu 
kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang 
lain. Tahap ini sering diistilahkan know yourself. Dalam 
tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif 
lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak 
tercapai atau disebut BATNA (best alternative to a 
negotiated agreement); 
                                                          
90 Margono, Suyud, (2000), ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek 
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 5 
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2. Tahap Tawaran Awal (Opening Gambit), dalam tahap ini 
biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-
hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang 
harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila 
pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak 
kedua tidak siap (ill prepared), terdapat kemungkinan 
tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang 
reservation price dari perunding lawan. 
3. Tahap Pemberian Konsesi (The Negotiated Dance), 
konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks 
negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding 
lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan 
tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus 
bersikap manipulatif. 
4. Tahap Akhir (End Play), Tahap akhir permainan adalah 
pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang 
telah dinyatakan sebelumnya. 
 
Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu 
negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai 
kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang 
mempengaruhinya, yaitu: 
1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela 
berdasarkan kesadaran penuh (willingness); 
2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness); 
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan 
(authoritative); 
4. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat 
menciptakan saling ketergantungan (relative equal 
bargaining power); 
5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah. 
 
 
3. Mediasi 
Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana 
pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja 
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dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. 
Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai 
wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, 
namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator 
untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan 
diantara mereka.91 
Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya 
penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang 
netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, 
yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai 
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 
Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian 
tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan 
yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka 
masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena 
pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi 
penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain 
menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi 
sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, 
rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase. 
                                                          
91 Goodpaster, Gary, (1995), Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, artikel 
dalam Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 11 
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Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud 
Margono mediasi yaitu: 
“facilitated negotiation. It process by which a neutral third 
party, the mediator, assist disputing parties in reaching a 
mutually satisfaction solution”.92 
 
Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan 
bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 
berdasarkan perundingan; 
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang 
bersengketa didalam perundingan; 
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian; 
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat 
keputusan selama perundingan berlangsung; 
Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi 
tersebut yakni : 
a. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian 
atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang 
disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang 
bersengketa. 
                                                          
92 Suyud Margono, op.cit, hlm. 59 
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b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang 
forward looking dan bukan backward looking, yang hendak 
dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar 
hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian 
masalah. “The goal is not truth finding or law imposing, but 
problem solving”. 
Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu 
juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian 
sengketa melalui mediasi adalah : 
a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya 
komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang 
bersengketa. 
b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat 
mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi 
yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain. 
c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat 
mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang 
satu dengan yang lain. 
d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-
masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara 
pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu 
kompromi yang dapat diterima para pihak. 
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Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui 
mediasi, antara lain: 
1. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara 
penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (“Out of court 
Settlement”) untuk sengketa perdata yang timbul diantara 
para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, 
setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk 
yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006) dapat diajukan dan 
untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan. 
2. Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya 
menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa 
pidana dan mungkin juga sengketa tata usaha negara, 
tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni 
sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, 
dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa 
penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan 
musyawarah mufakat (melalui mediasi), akan dituangkan 
dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga 
bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat 
perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat 
menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa 
perdata mereka sebagai dasar untuk dengan itikad baik 
sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul 
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diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara 
pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan. 
4. Konsiliasi 
Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga 
merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para 
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak 
memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses 
yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang 
mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak 
tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi 
dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas 
dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk 
melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat 
diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian 
pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti 
mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, 
mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu 
pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin 
disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, 
dan lain-lain.93 
 
 
                                                          
93 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra 
Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm. 52 
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3. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana 
Kebijakan hukum pidana adalah upaya menanggulangi 
kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau sebagai suatu ilmu 
sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan 
positif dirumuskan secara lebih baik. Kebijakan hukum dengan 
sarana pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga 
tahap yakni:94 
b. Tahap kebijakan legislatif/formulatif; 
c. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; 
d. Tahap kebijakan eksekutif/administrative 
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat 
dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur ”penal” (hukum pidana) dan lewat 
jalur ”non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).95 Mediasi penal 
(penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, 
antara lain : “mediation in criminal cases” atau ”mediation in penal 
matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, 
dalam istilah Jerman disebut ”Der Außergerichtliche Tatausgleich” 
(disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut ”de mediation 
pénale”.96 Mediasi penal utamanya adalah mempertemukan antara 
pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering 
juga dikenal dengan istilah ”Victim Offender Mediation” (VOM), 
                                                          
94 Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 
2003. hlm. 78. 
95 Barda Nawawi Arief. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan. 
Semarang. Pustaka Magister 2008, hlm. 42. 
96 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 
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Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender Victim Arrangement 
(OVA).97 Menurut Kovach, mediasi berarti,  
“facilitated negotiation. It process by which a neutral party, the 
mediator, assist disputing parties in reaching a mutually 
satisfaction solution.”98  
 
Tom Campbell dalam International Library of Essays in Law 
and Legal Theory menyatakan pemahaman yang lebih luas tentang 
mediasi, menyatakan bahwa: 
“Mediation represent a political theory about the role of conflict 
in society, the importance of equality, participation, self-
determination and a form of leaderless leadership in problem-
solving and decision making.”99 Artinya Mediasi mewakili teori 
politis tentang peran konflik dalam masyarakat, pentingnya 
kesamaan kedudukan, partisipasi, menentukan apa yang 
diperlukan diri sendiri, dan sebuah bentuk dari kepemimpinan 
dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. 
 
Sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para 
pihak dengan dibantu mediator. 
Mengenai mediasi penal (penal mediation), peristilahan dan 
pengertiannya masih sangat sedikit karena wacana tentang mediasi 
penal baru diperkenalkan di Indonesia. Mediasi penal menurut 
European Forum For Victim Service digambarkan sebagai proses 
                                                          
97 Ibid. 
98 Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practice, dalam Suyud Margono, 
ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2004, hlm 59. 
99 Carrie Menkel-Meadow, Mediation, Asghate Publishing Company, USA, 2001, 
hlm.13 
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yang melibatkan kontak antara korban dengan pelaku, baik secara 
langsung maupun ditengahi mediator. Proses mediasi secara umum 
dianggap sebagai isu lebih lanjut dari keadilan restoratif.100 Keadilan 
retoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi 
dalam penanganan suatu tindak pidana; suatu metode yang pada 
prinsipnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana, hanya 
dikenal dalam hukum acara perdata. Mediasi untuk perkara pidana 
berupaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku 
melalui tanggung jawab dan upaya perbaikan. Para pihak (pelaku, 
korban, dan mediator) mengidentifikasi permasalahan dan mencari 
akar permasalahan bersama lalu menentukan upaya perbaikan 
yang diperlukan. 
Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal 
dengan istilah ADR atau ”Alternative Dispute Reso-lution”; ada pula 
yang menyebutnya “Apropriate Dispute Resolution”.101 ADR pada 
umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk 
kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus 
pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam 
hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di 
                                                          
100 Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the 
Executive Committee of the European Forum for Victim Services, November 2003 
101 New York State Dispute Resolution Association, Inc., Alternative Dispute 
Resolution in New York State, An Overview 
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luar pengadilan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas 
proses daripada hasil, yaitu:102 
a. Proses informal (Informal Proceeding - Informalitat):. 
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak 
bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. 
b. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and 
Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung). 
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari 
prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang 
mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk 
berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. 
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada 
hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan 
kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, 
ketenangan korban dari rasa takut. 
Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 
menanggulangi kejahatan. Tidak hanya menggunakan sarana Penal 
atau Hukum Pidana saja. Tetapi juga dapat dengan menggunakan 
sarana Non-Penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya 
penyantunan dan pendidikan sosial warga masyarakat, 
penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan 
sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak remaja, 
                                                          
102 Ibid 
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kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi 
dan aparat keamanan lainnya.103 Menurut G.Peter Hoefnegals 
kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas 
dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh 
dengan:104 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention with punishment). 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan 
dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of 
society on crime and punishment mass media). 
 
4. Dasar Hukum ADR atau Mediasi Penal di Indonesia 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada prinsipnya 
berdasarkan hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat 
diselesaikan melalui mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya 
melingkupi ranah hukum perdata (pasal 6 Undang-undang No. 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa). Meski begitu dalam beberapa peraturan dimungkinkan 
adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain: 
a) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Menurut undang-undang ini, batas usia anak nakal yang dapat 
diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum 
mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik 
                                                          
103 Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Grafika. 
Yogyakarta. 2013 hlm 159. 
104 Ibid 
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dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, 
wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat 
dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila 
dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali (Pasal 5 
Undang-Undang Pengadilan Anak). Ketika pelaku adalah anak 
berusia di bawah delapan tahun, pelaku tidak dapat diserahkan 
ke pengadilan dan dimungkinkan perkara diselesaikan di luar 
pengadilan melalui mekanisme mediasi. 
b) Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya 
diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, 
kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila 
terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik 
pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau 
penuntutan telah dilakukan. Ketentuan pasal 82 KUHP ini dikenal 
dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang 
merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan. 
c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM 
yang memberi kewenangan pada Komnas HAM (yang dibentuk 
berdasar Keppres No. 50 Tahun 1993) untuk melakukan mediasi 
dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal 1 ayat 7, Pasal 76 ayat 1, 
Pasal 89 ayat 4, Pasal 96). 
d) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 
Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif 
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Dispute Resolution (ADR). Kekuatan hukum Surat Kapolri 
memang tidak setara dengan kekuatan hukum undang-undang, 
namun dapat dikatakan Surat Kapolri ini adalah aturan pertama 
yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun 
secara parsial dan terbatas sifatnya. Surat kapolri ini 
memerintahkan penyidik untuk menyaring perkara mana yang 
harus dilimpahkan ke kejaksaan dan mana yang lebih baik 
diselesaikan melalui ADR sebagai perwujudan restorative justice. 
e) Kemungkinan lain ada dalam Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menentukan pencurian dibawah 
Rp 2.500.000,- tidak dapat ditahan. Dalam Pasal 1, dijelaskan 
bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 
373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 
2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, 
pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai 
barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp Rp 
2.500.000,- Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim 
Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam 
Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan 
penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Meski begitu 
pencuri tidak dibebaskan. Perkara pencurian yang dilakukan 
dapat diselesaikan secara kekeluargaan lalu diproses hukum bila 
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tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya 
PERMA ini terdakwa yang terlibat dalam perkara pencurian 
piring, walaupun tidak berhasil menyelesaikan perkaranya 
dengan mediasi, dia tidak perlu menunggu persidangan berlarut-
larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus 
Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai Kasasi. Selain 
itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta 
mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan. 
f) Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme ADR juga 
dapat didasarkan pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan 
Biaya Ringan. 
Beberapa ketentuan di atas memberi kemungkinan adanya 
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namum 
bagaimanapun juga belum secara eksplisit dan tegas merupakan 
mediasi penal seperti telah diuraikan di atas. Penyelesaian di luar 
pengadilan dalam ketentuan di atas belum menggambarkan secara 
tegas adanya mediasi yang dapat menjadi ‘sarana 
pengalihan/diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun 
penjatuhan pidana. Begitu pula dalam Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999, Komnas HAM dapat juga hanya memberi saran 
kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 
pengadilan. Terutama dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang 
meskipun memberi kemungkinan dilakukannya mediasi, namun 
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tujuan utama PERMA ini adalah memberikan peradilan yang cepat 
bagi pelaku dan mengekfektifkan pidana denda, bukan semata-mata 
mengatur tentang mediasi yang berorientasi pada pemulihan 
kerugian korban. Selain itu tidak ditentukan dengan tegas bahwa 
akibat adanya mediasi itu dapat menghapuskan penuntutan atau 
pemidanaan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan proposal skripsi ini akan di dahului dengan suatu 
penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 
menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di Kota Kendari Provinsi Sulawesi 
Tenggara, dengan memilih beberapa lembaga terkait seperti Lembaga 
Adat Tolaki, Lembaga Bantuan Hukum Celebes, Ikatan Cendekiawan 
Keraton Nusantara (ICKN) Sulawesi Tenggara. Selain itu, penulis juga 
meneliti di Polres Kendari dalam kaitannya dengan objek penelitian 
yang berfokus pada bagaimana Efektifitas Kalosara Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki dan bagaimana 
praktek pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan 
Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan media Kalosara 
Pada Masyarakat Suku Tolaki. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian dengan pihak-pihak yang terkait 
atau pengamatan langsung di lapangan. 
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2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku, 
majalah/jurnal, dokumentasi, arsip, data resmi dari pemerintah, 
makalah ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan 
ilmiah para ahli lainnya baik yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk melengkapi bahan penelitian, teknik yang akan dilakukan 
dalam pengumpulan data adalah:  
1) Penelitian lapangan berupa wawancara atau interview, yaitu tanya 
jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait yaitu 
pihak pakar hukum adat Tolaki, pemangku adat, kepolisian, 
pengacara, dan masyarakat Suku Tolaki yang dianggap kompeten 
dengan penelitian dan dianggap dapat memberikan keterangan 
yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini;  
2) Penelitian pustaka (library research), yaitu mengkaji literatur yang 
ada seperti buku, majalah/jurnal, dokumentasi, arsip, data resmi 
dari pemerintah, makalah ilmiah, dan peraturan perundang-
undangan serta tulisan ilmiah para ahli lainnya baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.  
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di analisis 
secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan 
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pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. 
Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh 
kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Praktek Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan 
Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan media 
Kalosara Pada Masyarakat Suku Tolaki 
Sebagaimana telah kita ketahui pengertian dasar dari Kalosara, 
maka dalam hal penyelesaian sengketa dalam masyarakat Suku Tolaki 
di Sulawesi Tenggara pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih 
diselesaikan melalui Penyelesaian sengketa alternatif ini, instrumen 
Kalosara itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
penyelesaiannya. instrumen Kalosara ini pada dasarnya memiliki peran 
di dalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Suku Tolaki. 
Sehingga di dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif, instrumen 
Kalosara ini berperan sebagai unsur utama dan motor penggerak dari 
proses penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri bila terjadi konflik 
dalam kehidupan anggota masyarakat suku Tolaki. Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa instrumen Kalosara ini telah mengawali 
penghayatan dan pengamalan kehidupan berdemokrasi di kehidupan 
anggota masyarakatnya, walaupun masih dalam sifat etnis terbatas 
(ethnic scope) tetapi otentik (authenticity).105  
Hal tersebut dipedomani mereka lewat falsafah “inae kona sara 
iyee pinesara, inae lia sara iyee pinekasara” yang artinya Barang siapa 
                                                          
105 Muslimin Suud, Op.Cit. Hlm. 25 
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yang mentaati/menjunjung tinggi hukum (adat) akan diperlakukan 
dengan baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan 
diberi ganjaran atau hukuman. 
Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah “Sara” 
direpresantasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut 
dengan Kalo atau lebih sering disebut Kalosara yang berperan sebagai 
unsur pokok dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternatif 
dalam penyelesaian sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di 
Sulawesi Tenggara dimana penelitian ini dilakukan. Nilai-nilai hukum 
yang terkandung dalam Kalosara inilah yang mampu memberikan 
kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat untuk menyelesaikan 
perkara penganiaayaan melalui proses penyelesaian sengketa alternatif 
,dimana unsur lembaga adat Sara Wonua yang terdiri dari Puutobu, 
Tonomotu’o, Tolea dan Pabitara melalui penggunaan instrumen 
Kalosara yang beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal 
melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan prosesi adat 
Mombesara (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bertikai 
membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila 
nilai-nilai hukum Kalosara dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka 
penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga 
tidak akan berjalan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Drs. H. 
Muslimin Suud, S.H., selaku Ketua Dewan Pakar Hukum Adat Tolaki 
yang menyatakan bahwa: 
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Penyelesaian sengketa alternatif melalui media instrumen 
Kalosara dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki tidak akan 
dapat berjalan apabila perangkat Lembaga Adat tidak ada, 
disebabkan karena unsur lembaga Adat yang akan berperan 
sebagai mediator dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut 
yang akan mencari tahu sengketa yang sedang terjadi, apa, 
mengapa dan bagaimana sumber sengketa terjadi, lalu mengajak 
berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa 
yang sedang mereka alami tersebut melalui prosesi adat yang 
disebut dengan mombesara.106 
 
Pada dasarnya didalam masyarakat suku Tolaki, keberadaan 
hukum adat dengan instrumen Kalosara mampu menyelesaikan hampir 
keseluruhan sengketa yang timbul dimasyarakat, baik itu berkaitan 
dengan masalah tata negara, pidana, maupun perdata. Posisi kalosara 
beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang sangat dipatuhi 
oleh masyarakat suku Tolaki menyebabkan keseluruhan sengketa yang 
terjadi tersebut dapat diselesaikan lewat Penyelesaian Sengketa 
Alternatif ini. Namun seiring dengan merdekanya Indonesia dan 
diberlakukannya hukum pidana positif yang di undangkan oleh negara, 
maka pada saat ini, Sengketa yang dapat diselesaikan melalui 
instrumen hukum adat kalosara mulai bergeser pada sengketa yang 
bersifat kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil dan 
dirasakan dapat diselesaikan melalui perundingan atau musyawarah 
untuk mencapai suatu mufakat bersama kearah perdamaian demi 
kepentingan seluruh pihak yang terkait di dalamnya.  
                                                          
106 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin Suud, S.H., Ketua Dewan Pakar 
Hukum Adat Tolaki Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 
Maret 2017 
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Keberadaan kalosara dalam kehidupan masyarakat orang Tolaki 
sangat penting artinya, tidak hanya untuk keperluan pada upacara-
upacara baik yang berkaitan dengan lingkaran hidup maupun yang 
berkaitan dengan gejala alam, melainkan untuk digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Meskipun kalosara terbilang usianya seumur 
dengan kehadiran Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di 
Kolaka, namun sebagai suatu hasil produk nenek moyang mereka, 
sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan dipertahankan oleh 
masyarakat pendukungnya. Hal ini di ungkapkan oleh Drs. H. Yasin 
Togala  selaku Ketua Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara 
yang menyatakan bahwa: 
Di dalam masyarakat suku tolaki saat ini, kalosara itu masih 
sangat berperanan sebagai lambang integrasi dan solidaritas 
masyarakat. Adanya falsafah inae kona sara iyee pinesara, inae 
lia sara iyee pinekasara mampu menumbuhkan jiwa kebersamaan 
dan rasa kataatan terhadap kalosara itu sendiri yang hingga hari 
ini masih dipergunakan dan melekat erat didalam kehidupan sosial 
bermasyarakat suku Tolaki di Sulawesi tenggara. Sehingga sudah 
menjadi hal yang sangat lazim bahwa didalam masyarakat suku 
tolaki, instrumen kalosara tidak dapat dihilangkan atau termakan 
zaman, karena penggunaannya yang mencakup semua aspek 
kehidupan.107 
 
Salah satu peranan penting kalosara yang sampai sekarang ini 
tetap berlangsung atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat tolaki di 
sulawesi tenggara adalah aspek penggunaan kalosara, sebagai alat 
                                                          
107 Hasil wawancara dengan Drs. H. Yasin Togala, Ketua Lembaga Adat Tolaki 
(LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 13 Maret 2017 
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perdamaian, apabila terjadi pertentangan sosial dalam suatu kelompok 
masyarakat ataupun yang lebih luas. 
Untuk mendamaikan sejumlah pertentangan yang terjadi di 
tengah-tengah kelompok masyarakat, dimana disebabkan oleh 
berbagai persoalan masing-masing mempunyai nama tersendiri. 
Misalnya untuk mempersatukan antara golongan bangsawan dengan 
golongan bawah pada zaman lampau, maka kalosara yang digunakan 
disebut kalosara mbu’utobu. Kalosara mbu’utobu ini dipakai untuk 
menghadap kepada puutobu yang bertindak sebagai kepala wilayah, 
agar dapat turun tangan untuk memulihkan persoalan kedua golongan 
tersebut. Demikian pula untuk mempersatukan atau mendamaikan 
antara pihak pemerintah dengan rakyatnya. Untuk itu menggunakan 
kalosara mokole (raja), agar turun tangan memulihkan perselisihan 
tersebut. Kalosara ini juga digunakan dalam mendamaikan dua belah 
pihak keluarga yang sedang bertikai, karena terjadi suatu perkawinan di 
luar ketentuan adat dengan cara kawin lari. Maka untuk 
mempersatukan kedua belah pihak dengan menggunakan kalosara 
sokei. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari pihak keluarga 
yang membawa lari anak gadis.108 
Tidak terkecualipun dalam hal tindak pidana penganiayaan, 
dalam proses penyelesaian pidana penganiayaan digunakan kalosara 
mekondora yang berperan untuk menyelamatkan hidup seseorang 
                                                          
108 Muslimin Suud, Op.Cit. Hlm. 32 
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yang berselisih, karena kedua orang itu saling mengancam untuk 
membunuh lawannya dengan menggunakan kekerasan atau 
penganiayaan. Dengan kehadiran kalosara tersebut sehingga 
terhindarlah pertentangan maupun perselisihan dan akhirnya dapat 
mempersatukan serta mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai 
itu. Hal ini senanda yang di ungkapkan oleh Drs. H. Muslimin Suud, 
S.H., selaku Ketua Dewan Pakar Hukum Adat Tolaki yang menyatakan 
bahwa: 
Pada masyarakat Tolaki, setiap perselisihan akan diselesaikan 
melalui hukum adat tolaki atau ‘O Sara” yang menggunakan 
media dan instrumen Kalosara, tak terkecuali dalam hal pidana 
penganiayaan. Kalosara akan hadir sebagai simbol supremasi 
hukum masyarakat Tolaki yang apabila tidak dihormati dan 
dipatuhi maka bukan saja masyarakat luas yang akan 
menghinakannya, tapi termasuk keluarga mereka sendiri.109 
 
Sebagai pihak ketiga atau penengah yang dianggap dapat 
menyelesaikan setiap silang sengketa yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat itu, maka di daerah daratan Sulawesi Tenggara khususnya 
dan masyarakat Tolaki pada umumnya telah terbentuk perangkat 
kelembagaan adat Sara Wonua, masing-masing untuk tingkat desa dan 
kelurahan pejabatnya disebut Toonomotuo dengan membawahi dua 
orang perangkatnya, yakni Tolea sebagai duta atau perwakilan dan 
Pabitara sebagai juru bicara. Sedangkan ditingkat kecamatan 
pejabatnya disebut Puutobu. Kedua perangkat kelembagaan adat baik 
                                                          
109 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin Suud, S.H., Ketua Dewan Pakar 
Hukum Adat Tolaki Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 20 
Maret 2017 
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yang ada di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan ini, yang 
bertugas dalam menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  
Dalam persoalan-persoalan tertentu yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat, baik yang bersifat individu atau keluarga maupun 
kelompok yang lebih luas dan menjurus kepada perbuatan hukum 
pidana atau perdata, biasanya perangkat adat bekerjasama dengan 
pihak yang berkompoten dalam hal ini pihak kepolisian. Apabila suatu 
permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kelembagaan adat yang 
tersedia, maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang 
terkait. Dengan demikian lembaga adat menyelesaikan perdamaian 
antara pihak keluarga atau kelompok yang bertikai secara adat, dengan 
menghadirkan pihak kepolisian atau pemerintah untuk turut serta 
menyelesaikan proses hukumnya. Seperti dinyatakan oleh Kapolres 
Kendari AKBP. Sigid Hariadi, SIK yang menyatakan bahwa: 
Penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui Hukum adat 
Tolaki dengan menggunakan instrumen Kalosara sangat sering 
digunakan di wilayah hukum Polres Kendari. Hal ini bisa terlihat 
bahwa selama kepemimpinan saya sebagai kapolres, jumlah 
perkara penganiayaan yang dilaporkan ke Kepolisian Resor 
Kendari hingga saat ini, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) 
perkara, dengan presentase perkara yang berhasil diselesaikan di 
tingkat penyidikan Kepolisian melalui penyelesaian secara adat 
dengan membayar denda adat ”Peohala” sebanyak 75% (tujuh 
puluh lima persen), dan yang lanjut ke Kejaksaan sebanyak 25% 
(dua puluh lima persen). Sedangkan perkara pelanggaran 
terhadap hukum adat Penganiayaan Tolaki yang diselesaikan 
dengan membayar denda adat ”Peohala” yang tidak dilaporkan ke 
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pihak Kepolisian tidak dapat diketahui secara pasti berapa 
jumlahnya.110 
 
Senada dengan hal tersebut, Kapolres Konawe Selatan 
AKBP. Yeyen Lesmana, SIK juga menyatakan bahwa: 
Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang ada 
di wilayah hukum Polres Konawe Selatan, seringkali dan mayoritas 
diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan hukum 
adat tolaki. Pilihan penyelesaian melalui metode tersebut 
dikarenakan sikap keluarga korban maupun pelaku yang beretnis 
Tolaki, yang sangat menjunjung tinggi kesakralan kalosara. Sudah 
tradisi yang lazim dalam masyarakat disini, bahwa sepanas apapun 
kondisi psikologis seseorang ketika dihadapkan oleh adat (kalosara) 
maka semua masalah dapat diselesaikan lewat proses musyawarah 
untuk mencari penyelesaian terbaik. Apalagi Kalosara juga 
merupakan simbol kepatuhan masyarakat terhadap aparat penegak 
hukum dan pemerintahnya. Kami pihak kepolisian mengakomodir 
penyelesaian melalui metode seperti ini berdasarkan pada Surat 
Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 
2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar 
Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Polri. Selain itu, Kepolisian di daerah ini 
meyadari kesakralan Kalosara, sehingga Jajaran Polres Konawe 
Selatan sangat megakomodir kearifan lokal tersebut.111 
 
Salah satu ciri khas dari sistem hukum adat ”Sara” suku Tolaki 
ini yang tidak ditemukan pada suku-suku lain di Indonesia, adalah 
adanya Osara ini dapat diwujudkan atau divisualisasikan melalui 
suatu benda atau atribut yang dalam bahasa Tolaki disebut 
                                                          
110 Wawancara dengan Kapolres Kendari AKBP. Sigid Hariadi, SIK, Senin, 20 
Maret 2017 
111 Wawancara dengan Kapolres Konawe Selatan AKBP. Yeyen Lesmana, SIK, 
Kamis, 23 Maret 2017 
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”Okalo”.112 Atribut ”Kalo” terbuat dari rotan kecil bulat yang dipilin 
tiga, dimana kedua ujungnya dipertemukan dalam suatu simpul 
ikatan tertentu sehingga berbentuk lingkaran yang bundar. Ukuran 
”Kalo” serta sasaran penggunaannya disesuaikan dengan stratifikasi 
sosial masyarakat Tolaki. 
Selanjutnya, apabila ketiga macam ”Kalo” di atas akan 
dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan / menjalankan hukum 
(Osara), maka atribut ”Kalo” tersebut terlebih dahulu dilengkapi 
dengan sebuah wadah tempat duduk (Siwole Uwa) yang atasnya 
dilapisi dengan secarik kain putih (Balatu/Okasa). ”Kalo” yang telah 
lengkap dengan kedua pengalasnya itulah yang disebut ”Kalo sara”, 
yang artinya ”Kalo” yang dipergunakan untuk mewujudkan, 
menjalankan, dan menegakkan tertib hukum dan tertib sosial dalam 
lingkungan masyarakat hukum adat Tolaki. Karena fungsinya 
sebagai alat untuk mewujudkan, menjalankan, dan menegakkan 
semua aturan hukum (Osara), maka dalam kehidupan sehari-hari 
orang Tolaki, atribut ”Kalo sara” itu sering juga disebut dengan Osara 
atau ”Sara Wonua”, yang artinya hukum adat negeri.113 
Osara sebagai suatu sistem hukum adat orang Tolaki dapat 
dibagi dalam beberapa sub sistem hukum. Tindak pidana 
penganiaayaan dalam hukum adat tolaki digolongkan dalam sub 
                                                          
112 Muslimin Su’ud, Osara, Op. Cit., halaman 10-13   
113 Ibid. Hm. 4 
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sistem Sara Ine Posalaki’a atau Sara Ine Posuahalaa, artinya aturan-
aturan hukum di bidang pelanggaran hukum adat / delik adat.114 
Khusus mengenai hukum acara adat orang Tolaki, 
nampaknya prosedur dan tata cara memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara perbuatan melanggar hukum adat / delik adat tidak 
dipisahkan dengan prosedur dan tata cara memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara sengketa atau pelanggaran yang terjadi di 
bidang perdata adat (sengketa hak) seperti lazimnya dalam sistem 
hukum acara nasional.  
Dalam hukum acara adat orang Tolaki, peranan perangkat 
Lembaga Hukum Adat Sara Wonua yang dipimpin oleh Pu’utobu 
didampingi Tolea dan Pabitara beserta penggunaan atribut Kalo sara 
sebagai alat untuk mengambil keputusan hukum dalam proses 
penyelesaian suatu perkara pidana/delik adat maupun perkara 
perdata adat sangat menentukan. Masyarakat suku Tolaki pada saat 
ini sangat memelihara peran tolea dan pabitara (juru bicara adat) 
yang selalu hadir menjadi mediasi dalam berbagai permasalahan 
masyarakat dengan memanfaatkan istrumen kalosara. Kasus-kasus 
pidana penganiaayaan yang timbul dimasyarakat dapat diselesaikan 
berkat adanya kalosara, 
Lingkup berlakunya Hukum Adat Kalosara adalah meliputi 
keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah 
                                                          
114 Ibid, halaman 10   
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Kerajaan Mekongga, atau yang sekarang ini meliputi wilayah 
administrasi pemerintahan kota Kendari, Kabupaten Konawe, 
Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten 
Kolaka Utara, minus Pulau Wawonii. Meskipun dewasa ini di dalam 
banyak desa dan kelurahan di wilayah kota Kendari, Kabupaten 
Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan dan 
Kabupaten Kolaka Utara, mayoritas penduduknya sudah merupakan 
penduduk pendatang, seperti suku Bugis Makassar, suku Jawa, suku 
Bali, dan Lombok, akan tetapi secara hukum adat, desa-desa dan 
kelurahan-kelurahan tersebut tetap menjadi wilayah hukum adat 
orang Tolaki.115 
Penyelesaian perkara pidana penganiaayaan melalui 
instrumen Kalosara dalam masyarakat Tolaki pada praktinya akan 
dimulai ketika terjadi delik adat. Yang dimaksud dengan hukum delik 
adat di sini ialah, semua perbuatan atau tindak laku atau kejadian 
yang melanggar atau menyeleweng dari ketentuan-ketentuan hukum 
adat yang diapandang mengganggu dan mencemarkan kedamaian, 
ketenteraman, ketertiban, dan suasana ketenangan batin 
masyarakat, atau dalam bahasa Tolaki dapat disamakan 
pengertiannya dengan ”Luwuako peowai mosa’a peowai taa-taa 
                                                          
115 Ibid, halaman 15.   
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meruko ine sara nggo-nggi taa ineheno ronga inalo-alono toono 
dadio.”116 
Ruang lingkup hukum delik adat suku Tolaki meliputi 
pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri (Mosuahala Tekono Ine 
Sara Wonua), pelanggaran terhadap hak-hak perdata orang seorang 
maupun orang banyak (Mosuahala Tekono Ine Toono Dadio), dan 
pelanggaran karena melakukan suatu perbuatan jahat (Mosuahala 
Tekono Ine Peowai Mosa’a).117 
Dalam Hukum Delik Adat Tolaki, yang dapat dianggap 
bertanggung jawab atau dapat dituntut sebagai pelaku dari suatu 
perbuatan melanggar hukum bukan saja semata-mata orang yang 
melakukan pelanggaran itu sendiri secara perorangan, sebagaimana 
yang berlaku dalam hukum pidana nasional, melainkan juga 
kampung / desa (dalam arti seluruh penduduk bersama pemerintah 
desanya) tempat tinggal si pelaku dapat dikenai 
pertanggungjawaban.118 
Di kalangan masyarakat hukum adat Tolaki, saat yang 
dianggap sebagai saat timbulnya suatu peristiwa pelanggaran hukum 
di bidang pidana penganiayaan, ialah pada saat suatu perbuatan 
melanggar hukum itu mulai ditangani oleh para perangkat Lembaga 
Hukum Adat Sara Wonua, yaitu salah satunya Pu’utobu, Tolea, atau 
Pabitara setempat. Artinya setelah para perangkat Lembaga Hukum 
                                                          
116 Ibid, halaman 130   
117 Ibid.  
118 Ibid, halaman 131.   
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Adat Sara Wonua menerima pemberitahuan (Tine Ineako), 
menerima pengaduan atau keberatan (Laano toono leu peeka) dari 
korban, atau saat ada pelaku penganiayaan yang datang meminta 
perlindungan hukum, kemudian perangkat yang bersangkutan mulai 
bekerja untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum yang 
disampaikan, diadukan, atau dimintai untuk diselesaikan tersebut 
kepadanya. Atau dengan kata lain, saat timbulnya pelanggaran 
hukum ialah pada saat perangkat adat Sara Wonua mulai bertindak 
untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tersebut.119 
Di kalangan masyarakat hukum adat Tolaki, tindak pidana 
penganiayaan tergolong sebagai Pelanggaran yang Berbentuk 
Kejahatan (Mosua Ahala Tekono Ine Peowai Mosa’a)120 Dalam 
aturan-aturan hukum delik adat suku Tolaki, ada beberapa bentuk 
sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku 
pelanggaran/kejahatan tindak pdana penganiayaan, yakni sebagai 
berikut:  
1. Denda materi sebagai ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan 
(Pinehala) 
2. Pembayaran uang atau denda adat kepada yang terkena 
sebagai pengganti kerugian non material bagi yang dirugikan 
(Mowada)  
3. Selamatan dengan mengorbankan hewan (Mosehe Wonua)  
                                                          
119 Ibid, halaman 132.   
120 Wawancara dengan Arifudin Makati, Tokoh Adat Masyarakat Tolaki sekaligus 
Pabitara pada Lembaga Adat Sarano Wonua, Kamis 16 Maret 2017 
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4. Meminta maaf (Mongoni o’ambo)  
Cara menjatuhkan hukuman terhadap sistem hukum sesuai 
bentuk-bentuk sanksi hukuman tersebut di atas, harus melalui 
proses persidangan adat yang dipimpin oleh Pu’utobu dan dibantu 
oleh perangkat Lembaga Adat Sara Wonua setempat. Kemudian 
putusan disampaikan secara lisan oleh Pu’utobu. 
Dalam mengadili perbuatan melanggar hukum, Lembaga Adat 
Sara Wonua harus memperhatikan pula apakah si pelanggar hukum 
itu sungguh menyesali perbuatannya. Selain itu juga harus 
memperhatikan apakah si pelaku tersebut termasuk golongan orang 
yang terkenal sebagai penjahat (Toono Mosa’a). Atau dengan kata 
lain, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan si pelaku 
harus pula dipertimbangkan dalam mengadili suatu perbuatan 
melanggar hukum. Hal tersebut dinyatakan oleh Arifuddin Makati 
Tokoh Adat Masyarakat Tolaki sekaligus Pabitara pada Lembaga 
Adat Sarano Wonua Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan 
bahwa: 
Dalam mengadili perbuatan melanggar hukum, Lembaga Adat 
Sara Wonua akan mempertimbangkan segala aspek yang bisa 
mempengaruhi putusan hukum adat. Hal-hal tersebut meliputi 
faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan dengan 
melihat realitas dan pola kehidupan pelaku tindak pidana 
penganiayaan”121 
 
                                                          
121 Wawancara dengan Arifudin Makati, Tokoh Adat Masyarakat Tolaki sekaligus 
Pabitara pada Lembaga Adat Sarano Wonua, Kamis 16 Maret 2017 
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Dalam pemberian sanksi, pelaku tindak pidana penganiayaan 
pada masyarakat suku Tolaki, turut pula memperhatikan kerugian 
yang di alami korban, sehingga sanksi yang diberikan dapat 
berbeda-beda sesuai porsi perbuatannya. Dalam tindak pidana 
penganiayan ringan, yang bersangkutan akan dikenakan denda atau 
sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yakni 
dengan denda ringan (Peohala Mohewu), harus membayar secara 
tunai kepada korban, sebesar 1 (satu) piece kain kaci (tidak boleh 
diuangkan), 1 (satu) ekor kerbau hidup (boleh diuangkan dengan 
nilai setengah dari harga pasaran setempat), 1 (satu) buah cerek 
tembaga (tidak boleh diuangkan).  
Sedang dalam tindak pidana penganiayan berat, yang 
bersangkutan akan dikenakan denda atau sanksi sebagai 
pertanggungjawaban atas perbuatannya, yakni dengan denda berat 
(Peohala Owose), harus membayar secara tunai kepada korban, 
sebesar 1 (satu) piece kain kaci (tidak boleh diuangkan), 1 (satu) 
ekor kerbau hidup (tidak boleh di uangkan), 1 (satu) buah cerek 
tembaga (tidak boleh diuangkan), serta sanksi tambahan berupa 
yang bersangkutan harus membiayai pengobatan dan penyembuhan 
korban.122 
Apabila terjadi pelanggaran terhadap delik adat kesusilaan 
Mosuahala, dimana delik adat tersebut bandingannya 
                                                          
122 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin Suud, S.H., Ketua Dewan Pakar 
Hukum Adat Tolaki Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 
Maret 2017 
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dikualifikasikan dengan penganiayaan dalam KUHP, maka disinilah 
peran tokoh adat dan pelaku adat dituntut kebolehannya untuk 
melakukan pendekatan. Hal ini dilakukan apabila pihak korban dan 
keluarganya bersedia menerima cara penyelesaian secara adat.  
Dalam hal terhadap pelaku dijatuhi hukuman denda atau 
sanksi adat ”Peohala”, maka dikatakan oleh Sido Ambe,139 bahwa 
terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan delik adat 
penganiayaan, pertama-tama si pelaku atau keluarga dari pelaku 
mengutus seorang Pabitara untuk melakukan konsolidasi/upaya 
perdamaian kepada pihak korban dan keluarganya yang juga diwakili 
oleh seorang Tolea. Selanjutnya dibuat kesepakatan tentang 
penyelesaian perkara yang telah terjadi, diikuti dengan pelaksanaan 
denda atau sanksi adat “peohala”, dimana pihak pelaku melalui 
Pabitara menyiapkan Kalosara sebagai simbol pemersatu atau 
perdamaian. Selanjutnya pihak pelaku menyiapkan 1 (satu) ekor 
kerbau, 1 (satu) piece kain putih (kain kafan), sewadah air (dalam 
cerek), dan sebilah parang, sebagai syarat dari peohala. Filosofinya 
adalah sebagai berikut, satu ekor kerbau sebagai simbol dari pelaku, 
kain putih (kafan) yang diibaratkan sebagai penutup mayat, 1 (satu) 
wadah air (dalam cerek) melambangkan pembersihan atau 
penyucian diri, dan sebilah parang yang menyimbolkan harga diri. 
Dalam proses tersebut, maka pihak pelaku memberikan seserahan 
berupa Kalosara, dan pihak korban mempunyai kewajiban untuk 
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menerimanya. Selanjutnya setelah satu ekor kerbau, 1 (satu) piece 
kain putih (kafan), 1 (satu) wadah air (dalam cerek), dan sebilah 
parang diterima oleh pihak korban dan/atau keluarganya, kemudian 
1 (satu) ekor sapi tersebut disucikan dengan menggunakan air dalam 
wadah cerek, selanjutnya kerbau tersebut disembelih dengan 
menggunakan sebilah parang dari seserahan yang dilakukan di 
hadapan para tokoh-tokoh adat dan kepala pemerintahan setempat 
(Kepala Desa/Lurah, Kepala Kecamatan), serta pihak dari aparat 
hukum yang biasanya diwakili oleh Kepolisian, dengan disaksikan 
oleh masyarakat umum, dan bertempat di tanah lapang. Selanjutnya 
daging kerbau yang telah disembelih dibagikan kepada masyarakat 
setempat, dengan maksud setelah tersembelihnya kerbau tersebut 
maka nyawa dari pelaku sudah terwakilkan dengan nyawa kerbau. 
Kemudian apabila acara adat tersebut telah selesai dilaksanakan, 
maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai dengan 
disaksikan oleh para tokoh adat Tolaki serta masyarakat setempat. 
Seperti yang dikemukakan oleh Kapolsek Angata Iptu Muslimin 
Ganyu yang menyatakan bahwa: 
Dalam setiap penyelesaian perkara pidana penganiayaan 
melaui hukum adat Tolaki di wilayah hukum polsek angata baik 
itu yang telah dilaporkan ke pihak kami maupun yang belum 
dilaporkan kepada pihak kami, Pihak Kepolisian akan selalu 
dihadirkan dalam persidangan adat dan prosesi Mombesara 
untuk turut menyaksikan prosesi tersebut. Kami pihak 
kepolisian juga berusaha memediasi kedua belah pihak dan 
mengupayakan penanganan kasus pidana penganiayaan yang 
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mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat 
diarahkan melalui Kalosara. 
 
Keterlibatan pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian 
pada saat penyelesaian perkara pidana penganiayaan juga cukup 
memiliki andil besar. Dari hasil penelitian penulis dilapangan, pada 
kasus-kasus penganiayaan yang telah sampai pada proses laporan 
dan penyelidikan di tingkat kepolisian, maka sebelum melanjutkan 
proses ke tahap selanjutnya, biasanya pihak kepolisian akan 
mengupayakan jalan damai terlebih dahulu melalui penyelesaian 
adat dengan Kalosara. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek 
Kemaraya Iptu Fajar Mauludin, SIK yang menyatakan bahwa: 
Menyadari keberadaan kearifan lokal masyarakat Suku Tolaki 
yang terdapat dalam hukum adatnya serta kesakralan 
instrumen Kalosara bagi mereka, maka Penanganan tindak 
pidana penganiayaan yang mempunyai kerugian materi kecil 
pada wilayah hukum Polsek Kemaraya, akan selalu kami 
upayakan untuk diselesaikan dengan Hukum adat Tolaki 
berserta Kalosara-nya meskipun pada dasarnya tidak ada 
dasar hukumnya. Namun penyelesaian dengan menggunakan 
cara ini akan kami tempuh jika kedua belah pihak sepakat 
untuk menyelesaiakan perkaranya melalui Hukum adat 
Kalosara. Kami menyadari bahwa penyelesaian perkara 
penganiayaan dengan Kalosara pada masyarakat Tolaki ini 
mampu meredam efek domino tindak pidana penganiayaan ke 
arah yang lebih luas seperti tindakan balas dendam ataupun 
kerusuhan antar kelompok.123 
 
Pada realitasnya dilapangan, dalam hal telah dilakukan 
penyelesaian secara adat dengan membayar denda atau sanksi adat 
                                                          
123 Wawancara dengan Kapolsek Kemaraya Iptu Fajar Mauludin, SIK, Jum’at 24 
April 2017 
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”Peohala”, maka masyarakat adat Tolaki menyatakan perkara 
tersebut telah selesai. Apabila pihak korban dan keluarganya tetap 
berkehendak melanjutkan perkara tersebut melalui mekanisme 
sistem peradilan pidana, maka para tokoh adat akan mengajukan 
keberatan karena hal tersebut dianggap tidak menghargai adat. 
Kemudian pihak korban dan keluarganya tersebut akan 
mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan dari masyarakat156 dan 
selanjutnya ia tidak dianggap sebagai bagian dari suku Tolaki.157 Hal 
ini sejalan dengan motto filosofis suku Tolaki yang berbunyi ”Inae 
Kona Sara, Ieto Pinesara, Inae Liasara Ieto Pineka Sara”, artinya 
barang siapa mentaati atau menjunjung tinggi hukum (Adat) akan 
diperlakukan dengan baik dan adil, tetapi barang siapa melanggar 
hukum maka akan diberi ganjaran atau sanksi. 
B. Efektifitas instrumen Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 
Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) Pada 
Masyarakat Suku Tolaki 
Kalosara adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang 
sangat sakral dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki. Secara fisik, 
Kalosara ini diwujudkan dengan seutas rotan berbentuk lingkaran yang 
kedua ujungnya disimpul lalu diletakkan di atas selembar anyaman kain 
berbentuk bujur sangkar. Tradisi yang tetap lestari ini biasa digelar 
dalam menyelesaikan suatu pertikaian atau perselisihan dalam 
kehidupan masyarakat Suku Tolaki yang saat ini tersebar di Wilayah 
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Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe 
Utara dan Kota Kendari. 
Kalo/Kalosara tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-
hari orang Tolaki. Kalo/Kalosara sebagai simbol persatuan-kesatuan 
dan simbol hukum adat selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting 
dalam kehidupan orang Tolaki. Misalnya dalam penyelesaian berbagai 
konflik/sengketa baik dalam skala besar (misalnya sengketa yang 
melibatkan kampung dengan kampung) maupun dalam skala kecil 
(misalnya sengketa yang melibatkan individu dengan individu), dalam 
pengurusan perkawinan, dalam menyambut tamu, dalam 
menyampaikan undangan lisan, menyampaikan berita duka, 
penyelesaian perkara pidana, perdata, dan berbagai peristiwa-peristiwa 
lainnya. Mengenai keefektifan penyelesaian perkara tindak pidana 
penganiayaan melalui instrumen kalosara ini diungkapkan oleh 
informan Akbar Toasa, S.H., M.H selaku Sekretaris Jenderal LBH 
Celebes Sulawesi Tenggara sekaligus Anggota divisi Hukum Ikatan 
Cendekiawan Kraton Nusantara (ICKN) Sultra yang menyatakan 
bahwa: 
Dalam kasus-kasus tertentu hukum positif dirasakan belum 
efektif dibanding hukum adat,” Berdasarkan pengamatan melalui 
kasus yang ditangani oleh pihak LBH Celebes pada masyarakat 
suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, kami menemukan kenyataan 
penyelesaian secara Hukum Adat melalui instrumen Kalosara 
jauh lebih efektif menyelesaian masalah. Contohnya pada kasus-
kasus seperti penganiayaan (Mowakati) perzinahan (umoapi) 
dan kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Jika pelaku sudah 
dihukum penjara atau dikenakan sanksi berdasarkan hukum 
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positif, kasusnya belum tentu benar-benar dapat selesai. Bahkan 
kadang akan timbul kasus baru. Penyelesaian lewat KUHP 
dipahami lebih menekankan penyelesaian kasus antara pelaku 
dan korban. Sementara dalam kasus adat, ada keseimbangan 
masyarakat yang harus dijaga. Hukum adat menekankan pada 
pengembalian ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi 
pelanggaran. Begitu ada sanksi adat, yang puas bukan hanya 
pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. 
“Penyelesaian secara adat mempertimbangkan kolektivitas,” 
Selain prosesnya lebih merepresentasikan kepentingan para 
pihak, penyelesaiannya juga bisa dilakukan singkat. Bandingkan 
jika kasusnya dibawa ke jalur hukum, yang akan memakan 
waktu lebih lama, biaya lebih besar dan proses yang kadang 
berbelit-belit di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan124 
 
Hakim agung Valerine JL Kriekhoff berpendapat bahwa 
penyelesaian secara adat masih eksis. Penelitian yang dilakukan 
Litbang Mahkamah Agung beberapa tahun lalu menemukan bahwa 
hakim masih mengakomodasi penyelesaian pidana adat, walaupun ada 
batas-batasnya.125 Jika suatu kasus selesai secara adat, relatif tidak 
ada masalah. Masalah timbul jika kasus pidana yang diputus secara 
adat itu dibawa ke pengadilan. Prinsipnya, tidak mungkin terdakwa 
dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama. 
Prof. Valerine juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang 
penting dikaji ketika hendak menyerap hukum adat ke dalam RUU 
KUHP. Hukum adat sangat beragam sesuai karakter heterogenitas 
masyarakat Indonesia. Lalu, hukum adat mana yang dipakai? KUHP 
                                                          
124 Wawancara dengan Akbar Toasa, S.H., M.H,  Sekretaris Jenderal LBH Celebes 
Sulawesi Tenggara sekaligus Anggota divisi Hukum Ikatan Cendekiawan Keraton 
Nusantara (ICKN) Sultra 
125 www.hukumonline.com/penyelesaianperkaradenganhukumadatlebihefektif.html 
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mengenal asas legalitas. Lantas, apakah hukum adat yang diakui itu 
harus tertulis? 
Mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat menjadi pekerjaan 
rumah tim penyusun RUU KUHP. Hukum adat masih eksis, dan pada 
masyarakat tertentu masih ada harapan untuk menyelesaikan kasusnya 
berdasarkan hukum adat setempat. “Empirisnya, (hukum adat) masih 
ada,”. 
Terkait efektifitas kalosara ini yang sudah sangat terbukti 
dimasyarakat, pihak legislatif di Sulawesi Tenggara turut serta pula 
memberikan perhatian lebih karena kemampuannya meredam konflik-
konflik yang timbul di masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh 
informan Amiruddin Nurdin, SE selaku Wakil Ketua DPRD Privinsi 
Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa: 
Kalosara merupakan simbol tertinggi dalam masyarakat Tolaki 
sejak dahulu hingga saat ini juga merupakan lambang pemersatu 
dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan suku Tolaki. 
Kalosara merupakan simbol kekeluargaan dan digunakan sebagai 
alat perdamaian dalam menyelesaikan salah faham dalam 
masyarakat. Kalosara juga merupakan simbol kepatuhan 
masyarakat kepada pemerintah. Memang telah ada beberapa 
Perda terkait Kalosara ini tetapi khusus di bidang perkawinan. 
Oleh karena itu sebagai wujud dan upaya kami menjaga dan 
mengakomodir nilai-nilai hukum lokal masyarakat, kami sebagai 
pihak legislatif di dearah ini tengah merancang sebuah Perda 
(Peraturan Daerah) terkait Kalosara ini khususnya dibidang 
penyelesaian perkara secara Alternatif Dispute Resolution melalui 
media Kalosara.126 
 
                                                          
126 Wawancara dengan Amiruddin Nurdin, SE,  Wakil Ketua DPRD Privinsi 
Sulawesi Tenggara. Rabu 22 Maret 2017. 
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Kalosara  mejnadi instrumen yang efektif menyelesaikan perkara 
didalam masyarakat Tolaki karena bagi Orang Tolaki Kalosara adalah 
fokus yang dapat mengintegrasikan unsur-unsur yang ada dalam 
kebudayaan Tolaki, memiliki 4 fungsi:127 
1) Kalo sebagai ide dalam kebudayaan dan sebagai kenyataan 
dalam kehidupan orang Tolaki. Kalo pada tingkat nilai budaya 
adalah sistem nilai yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang 
mengkonsepsikan hal yang paling bernilai bagi orang Tolaki, 
adalah apa yang disebut medulu mepoko’aso (persatuan dan 
kesatuan), ate pute penao moroha (kesucian dan keadilan), morini 
mbu’umbundi monapa mbu’undawaro (kemakmuran dan 
kesejahteraan). Ide ini dinyatakan melalui penggunaan kalo dalam 
setiap upacara perkawinan, kematian, upacara tanam dan potong 
padi atau pun pada setiap upacara penyambutan tamu. Selain itu, 
ide ini juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 
dalam apa yang disebut mete’ alo-alo (bantu-membantu) dan lain-
lain. Akhirnya ide kesejahteraan misalnya diwujudkan dalam apa 
yang disebut mombekapona-pona’ako (saling hormat-
menghormati), mombekamei-meiri’ako (saling kasih-mengasihi), 
ndundu karandu (suasana ketenangan batin yang diliputi dengan 
alunan bunyi gong yang merdu di tengah malam), dan tumotapa 
                                                          
127 Tarimana. Op.Cit, Hlm. 167 
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rarai (suasana kegembiraan yang dilipuyi dengan suara hura-hura, 
tawa, dan tepuk tangan yang meriah). 
2) Kalo sebagai fokus dan pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan 
Tolaki. Kalo bagi orang Tolaki, bukan hanya sekedar simbol, tetapi 
juga fokus dalam pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan Tolaki, 
yakni: (1) dalam bahasa, sebagai lambang komunikasi; (2) dalam 
sistem ekonomi tradisional, sebagai penjaga tanaman, dan 
sebagai asas distribusi barang-baranag ekonomi; (3) sistem 
teknologi tradisional, sebagai  model mengikat dan bentuk alat-
alat; (4) organisasi sosial, sebagai asas politik dan pemerintahan; 
(5) sistem pengetahuan, dalam hubungannya dengan alam 
semesta; (5) sistem kepercayaan, dalam hubungan struktur alam 
dunia; dan (6) sistem kesenian, dalam bubungan bentuk rias, dan 
teknik menari.  
3) Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial 
dan moral dalam kehidupan orang Tolaki. Untuk terciptanya 
ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat, 
penggunaan Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya 
ketertiban sosial dan moral tampak dalam usaha memulihkan 
suasana kelaparan karena panen gagal atau karena bencana 
alam atau peristiwa lainnya. Orang Tolakimenganggap bahwa 
timbulnya suasana yang tidak baik akibat dari manusia yang telah 
melanggar adat ataupun ajaran agama, atau telah melanggar 
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ajaran Kalo sebagai instrumen adat utama mereka. Untuk 
memulihkan suasana semacam ini, maka diadakanlah upacara 
yang disebut mosehe wonua (upacara pembersihan negeri) yang 
diikuti oleh segenap besar warga masyarakat. 
4) Kalo sebagai pemersatu dan solusi terhadap pertentangan-
pertentangan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Tolaki.  
Timbulnya pertentangan sosial bisa terjadi kapan saja, di mana 
saja, baik antar perorangan ataupun antar kelompok yang dapat 
meresahkan masyarakat. Konflik yang sering muncul di masyarakat, 
seperti masalah sengketa hak atas tanah, masalah perkawinan, 
pinangan ataupun masalah warisan juga diselesaikan dengan 
menggunakan kalosara128. Begitu juga masalah sengketa perbatasan 
antar desa yang seringkali sulit dipecahkan/diselesaikan oleh 
pemerintah, akhirnya diselesaikan secara adat melalui kalosara. 
Kebudayaan Tolaki dengan instrumen Kalosara menjadi  alat dominan 
dalam penyelesaian setiap sengketa. Misalnya, dalam penyelesaian 
sengketa tanah, maka pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat 
dan kepala adat melakukan kegiatan mosehe (pencucian/penyehatan 
negeri).129 Upacara mosehe merupakan upaya rekonsiliasi antara 
pihak-pihak yang bertikai.  
Dari berbagai sumber yang berhasil diwawancara oleh Peneliti, 
dapat diambil suatu pengertian bahwa keberadaan Kalosara Dalam 
                                                          
128 Muslimin Suud, Osara, Op.Cit, Hlm 14 
129 Tarimana, Op.Cit. Hlm 184 
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Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki ternyata memiliki 
peranan dan keberadaannya cukup diakui sangat efektif dalam proses 
penyelesaian Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui 
Alternatif Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki. Hal 
tersebut terlihat dari proses atau langkah-langkah yang diambil oleh 
para pihak yang bersengketa di dalam menyelesaikan sengketa yang 
terjadi di antara mereka. Seperti yang disampaikan oleh Drs. H. 
Muslimin Suud, S.H Ketua Dewan Pakar Hukum Adat Lembaga Adat 
Tolaki yang menyatakan bahwa: 
Jenis dari Penyelesaian Sengketa Alternatif yang pada umumnya 
banyak dipilih oleh masyarakat Suku Tolaki apabila mereka 
mengalami sengketa adalah Konsultasi, Negosiasi dan atau 
Mediasi dengan menggunakan instrumen Kalosara sebagai 
media penyelesaiannya. Penggunaan instrumen kalosara 
beserta hukum adat suku Tolaki yang melekat didalamnya ini 
secara prakteknya dinilai cukup berhasil dalam menyelesaikan 
sengketa yang mereka alami daripada menyelesaikannya lewat 
proses litigasi di lembaga Pengadilan.130 
 
Masyarakat Suku Tolaki banyak memilih jenis penyelesaian 
sengketa alternative ini, karena lewat proses ini, penyelesaiannya lebih 
mengarah pada usaha mewujudkan perdamaian bagi para pihak 
dengan berusaha untuk menemukan solusi yang terbaik (win-win 
solution) bagi para pihak dengan mengutamakan prinsip musyawarah 
untuk mencapai kata mufakat. Hal ini di ungkapkan oleh Drs. H. 
                                                          
130 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin Suud, S.H., Ketua Dewan Pakar 
Hukum Adat Tolaki Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 
Maret 2017 
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Muslimin Suud, S.H Ketua Dewan Pakar Hukum Adat Lembaga Adat 
Tolaki yang menyatakan bahwa: 
Dalam masyarakat Tolaki, apabila terjadi suatu sengketa di tengah 
anggota masyarakatnya maka mereka pada umumnya 
menyelesaikannya dengan media dan hukum adat Kalosara, 
adapun langkah yang akan mereka tempuh tersebut yaitu sebagai 
berikut : 
1. Langkah pertama setelah yang bersangkutan melakukan 
tindak pidana penganiayaan adalah melakukan konsultasi 
pada tonomeohai atau para pihak dari internal keluarga yang 
dituakan, setelah mereka sepakat untuk meminta 
perlindungan hukum dan penyelesaian perkaranya, mereka 
akan menghadap kepada puutobu untuk selanjutnya akan 
mengutus pabitara kepada pihak korban sambil membawa 
instrumen Kalosara untuk melakukan Negosiasi. pabitara 
yang berperan sebagai mediator mengunjungi para pihak 
korban secara terpisah untuk menghadapkan instrumen 
Kalosara kepada mereka serta membicarakan dan 
menyampaikan terlebih dahulu maksud kedatangannya.  
2. Langkah selanjutnya pihak korban yang telah dibawakan 
Kalosara hampir akan dipastikan tidak akan menolak 
penyelesaian perkara penganiayaan tersebut, maka sengketa 
tersebut secara otomatis telah diambil alih oleh lembaga adat 
Sara Wonua sebagai pihak ketiga sebagai perantara atau 
mediator mereka sehingga mereka melakukan Mediasi.  
3. Para pihak yang bersengketa lalu berkumpul dan duduk 
bersama dalam sebuah prosesi adat yang disebut dengan 
Mombesara kembali yang dipimpin Puutobu. Mereka lalu 
membicarakannya dan Puutobu harus berusaha untuk 
memecahkan permasalahan yang menjadi sumber sengketa 
tersebut lalu mencari solusi yang terbaik bagi para pihak yang 
bersengketa (win–win solution). Dalam proses inilah kemudian 
peran perangkat lembaga adat Sara Wonua yang terdiri atas 
Puutobu, Tolea dan Pabitara akan muncul untuk memimpin 
proses penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka 
tersebut dengan menghadirkan benda Kalosara ditengah-
tengahnya. Selain perangkat lembaga adat Sara Wonua, turut 
pula hadir pihak dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat 
dan pihak kepolisian. Satu–satunya solusi yang wajib dan 
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harus diberikan Puutobu adalah perdamaian para pihak 
hingga sepanjang proses pembicaraan baik ketika Puutobu 
masih membicarakannya terpisah dengan masing–masing 
para pihak maupun setelah mereka semua duduk bersama 
dalam prosesi adat Mombesara untuk membicarakan 
permasalahan kembali, Puutobu harus bersikap netral, adil 
dan tidak memihak ke siapapun yang bersengketa tersebut. 
Perdamaian harus menjadi tujuan satu–satunya dari 
dilakukannya prosesi adat Mombesara tersebut sehingga 
mediator harus mengupayakan sedemikian rupa untuk dapat 
mewujudkannya. Jika tidak, maka Puutobu dapat bersikap 
tegas terhadap pihak yang tidak mau mengalah dan tetap 
tidak mau memaafkan pihak lawan, serta tetap bersikukuh 
pada pendiriannya walaupun pendiriannya tersebut ternyata 
kurang tepat untuk tetap dipertahankan pada kondisi dan 
situasi tersebut. Disinilah peran Puutobu harus benar–benar 
nyata untuk selalu konsekuen dan tetap pada tujuan awal 
yaitu menciptakan perdamaian di antara para pihak yang 
bersengketa.  
4. Setelah prosesi adat Mombesara selesai Puutobu pula yang 
memiliki peran untuk mengeksekusi hasil pembicaraan para 
pihak agar dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan 
penuh komitmen dan Puutobu harus mendamaikan kembali 
para pihak dengan caranya memohon maaf (mongoni o ambo) 
sehingga para pihak yang bersengketa tersebut kembali 
memiliki hubungan yang rukun, damai dan harmonis 
sebagaimana sebelumnya.131 
 
Dari gambaran tersebut maka dapat diketahui peran lembaga 
adat Sara Wonua sangatlah penting sejak awal penyelesaian sengketa 
hingga pada proses pelaksanaan hasil musyawarah dan sidang adat 
mereka dan berakhir pada proses perdamaian kembali para pihak yang 
bersengketa tersebut. 
                                                          
131 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin Suud, S.H., Ketua Dewan Pakar 
Hukum Adat Tolaki Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 
Maret 2017 
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Sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Suku Tolaki yang 
telah turun temurun sejak nenek moyang, walaupun tidak tercatat 
dalam Undang – Undang tertentu namun tertanam dalam hati masing – 
masing anggota masyarakatnya dimanapun berada, yaitu “inae kona 
sara iyee pinesara, inae lia sara iyee pinekasara” yang artinya adalah 
sebagai berikut “Barang siapa mentaati atau menjunjung tinggi hukum 
Adat akan diperlakukan dengan baik dan adil, tetapi barang siapa 
melanggar hukum maka akan diberi ganjaran atau sanksi”. 
Penyelesaian sengketa alternatif ini sangat diakui keberadaannya di 
tengah anggota masyarakat Suku Tolaki dan memiliki peran yang 
sangat penting di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-
tengah anggota masyarakat Suku Tolaki khususnya masyarakat Suku 
Tolaki di Sulawesi Tenggara, di mana Penulis melakukan penelitian. 
Sehingga apabila anggota masyarakat Suku Tolaki mengalami 
sengketa, mereka cenderung menyelesaikannya lewat Penyelesaian 
Sengketa Alternatif melalui Hukum adat dengan instrumen utamanya 
Kalosara.  
Efektifitas penyelesaian perkara melalui media Kalosara ini 
menjadi sangat efektif dikalangan masyarakat Tolaki disebabkan 
karena terdapat pandangan bahwa bagi orang Tolaki yang sedang 
berperkara atau bermasalah kepada siapa saja, dan telah dibawakan 
kalosara kepadanya lalu ia tidak menerimanya, maka orang tersebut 
dianggap Matesara artinya mati adat. Sehingga orang yang demikian 
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itu kepadanya tidak akan dibawakan lagi adat. Kemudian segala bentuk 
urusan kekeluargaannya yang menyangkut soal adat istiadat, tidak 
perlu lagi diselesaikan melalui hukum adat, padahal diketahui bersama 
bahwa dalam masyarakat Tolaki segala siklus kehidupannya akan 
selalu berkaitan dengan Kalosara seperti Kelahiran, Perkawinan, 
hingga Kematian. Sehingga itulah sebabnya sering terdengar ungkapan 
dari orang tua bahwa barang siapa yang tidak mentaati kalosara, maka 
ia akan menjadi bere-bere olutu ruru mbenao, yang artinya tersisih dari 
pergaulan masyarakat umum. Apabila telah terjadi hal yang demikian 
itu maka orang tersisih tadi disebut mbrito, yaitu manusia yang tidak 
punya harga diri lagi. 
Dalam perkembangan wacana teoritik mau-pun perkembangan 
pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecende-rungan 
kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. 
Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses 
pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan 
perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi 
132. 
Melihat dari sisi prosedur penanganannya, proses penyelesaian 
perkara pidana penganiayaan dengan mengguankan instrumen 
                                                          
132 Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of 
Bielefeld, Germany), “Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal 
Law: Development and Theoretical Implications”, http://wings.buffalo.edu/law/ 
bclc/bclr.htm 
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Kalosara, telah sesuai dengan ide dasar diadakannya mediasi penal 
dalah hukum pidana. Mediasi pidana yang dikembangkan saat ini 
bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) sebagai berikut: 
133 
a. Penanganan konflik (Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung): 
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka 
hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. 
Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan 
konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses 
mediasi. 
b. Berorientasi pada proses (Process Orientation; 
Prozessorientierung):  
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada 
hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan 
kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, 
ketenangan korban dari rasa takut dsb.  
c. Proses informal (Informal Proceeding - Informalität):  
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak 
bersifat birokra-tis, menghindari prosedur hukum yang ketat. 
d.  Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and 
Autonomous Partici-pation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung) 
                                                          
133 Stefanie Tränkle, The Tension between Judicial Control and Autonomy in 
Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based 
on Examples of the Mediation Process in Germany and France, http://www. 
iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_ e.html.  
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Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari 
prosedur hu-kum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang 
mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk 
berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian isu hukum dalam pembahasan di muka, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan 
Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan media Kalosara 
Pada Masyarakat Suku Tolaki hingga saat ini masih dijalankan oleh 
masyarakat suku tolaki di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaannya 
dilakukan melalui sebuah perangkat kelembagaan adat Sara 
Wonua, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat adat yang 
disebut Puutobu dan Toonomotuo dengan membawahi dua orang 
perangkatnya, yakni Tolea sebagai duta atau perwakilan dan 
Pabitara sebagai juru bicara. Prosedur pelaksanaan denda adat 
”Peohala” yakni, pertama-tama si pelaku atau keluarga dari pelaku 
mengutus seorang Pabitara untuk melakukan konsolidasi/upaya 
perdamaian kepada pihak korban dan keluarganya yang juga 
diwakili oleh seorang Pabitara. Selanjutnya dibuat kesepakatan 
tentang penyelesaian perkara yang telah terjadi, diikuti dengan 
pelaksanaan denda atau sanksi adat “peohala”, dimana pihak 
pelaku melalui Pabitara menyiapkan kalo sara sebagai simbol 
pemersatu atau perdamaian. Selanjutnya pihak pelaku menyiapkan 
1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) piece kain putih (kain kafan), 
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sewadah air (dalam cerek), dan sebilah parang, sebagai syarat dari 
peohala. Filosofinya adalah sebagai berikut, satu ekor kerbau 
sebagai simbol dari pelaku, kain putih (kafan) yang diibaratkan 
sebagai penutup mayat, 1 (satu) wadah air (dalam cerek) 
melambangkan pembersihan atau penyucian diri, dan sebilah 
parang yang menyimbolkan harga diri. 
2. Efektifitas penyelesaian perkara melalui media Kalosara disulawesi 
tenggara masih sangat efektif dalam menyelesaikan perkara tindak 
pidana hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena keteguhan 
mereka berpegang pada falsafah .“Inae kona Sara iyee Pinesara, 
Inae Lia Sara iyee Pinekasara” dan terdapat pandangan bahwa 
bagi orang Tolaki yang sedang berperkara atau bermasalah kepada 
siapa saja, dan telah dibawakan kalosara kepadanya lalu ia tidak 
menerimanya, maka orang tersebut dianggap Matesara artinya mati 
adat. Sehingga orang yang demikian itu kepadanya tidak akan 
dibawakan lagi adat. Kemudian segala bentuk urusan 
kekeluargaannya yang menyangkut soal adat istiadat, tidak perlu 
lagi diselesaikan melalui hukum adat 
B. Saran 
Saran-saran yang dapat diajukan sehubungan dengan masalah-
masalah yang telah dibahas adalah sebagai berikut: 
a. Diperlukan sebuah undang - undang tentang Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) yang secara integral mengatur jenis tindak 
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pidana apa saja yang bisa diselesaikan secara Alternatif Dispute 
Resolution (ADR). 
b. Perlu adanya dukungan pengkajian terhadap penghormatan dan 
pengakuan, terhadap upaya penyelesaian alternatif, atau putusan 
ketua-ketua adat, dengan penerapan sanksi yang sesuai hukum 
adat, yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat. 
c. Perlunya pengakuan terhadap hukum adat dapat meminimalisir 
terjadinya kekosongan hukum di dalam hukum positif Indonesia dan 
suatu rumusan hukum yang kuat mengenai pengakuan putusan 
hukum adat di dalam undang-undang. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
BUKU 
 
Abdurrauf, Tarimana. 1993. Kebudayaan Tolaki. Seri Etnografi Indonesia. 
Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang 
Grafika. Yogyakarta.  
 
Adami Chazawi, 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja 
Grafindo Persada.  
 
Akbar Toasa, 2015. Analisis Yuridis Eksistensi Tanah Walaka Masyarakat 
Hukum Adat Tolaki dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Tesis 
Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 
 
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education 
Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta. 
 
Andi Hamzah, 2008, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta. 
 
Arsamid. 2006. Hukum Adat Perkawinan Tolaki. Kendari: LP3SKT - 
LATKOM.  
 
Asrul Tawulo, 1991. Mondau Sebagai Sistem Perladangan Masyarakat 
Tolaki dan Pengaruhnya Terhadap Kelesatarian Sumber Daya 
Hutan di Kabupaten Kendari. Kendari: Balai penelitian Universitas 
Haluoleo. 
 
Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya 
Bakti. Bandung.  
 ______  2008. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan. 
Semarang. Pustaka Magister..  
 
Basaula Tamburaka. 2012. Hukum Adat Perkawinan Tolaki. Pemerintah 
Kabupaten Konawe Selatan. Kendari.  
 
Basrin Melamba, et.al . 2011, Sejarah Tolaki di Konawe. Teras. 
Yogyakarta. 
 
Carrie Menkel-Meadow, 2001, Mediation, Asghate Publishing Company, 
USA. 
 
Chatterjee C, 2000. Negotiations Techniques in International Commercial, 
Ashgate Publishing, England.  
 
Chidir Ali, 1985. Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan 
Tindak Pidana , Armico, Bandung. 
 
Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung. 
 
Esmi Warassih. 2011. Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis). 
Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
 
Goodpaster, Gary, 1995, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, 
artikel dalam Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
H.M.N. Poerwosutjipto, 1992. Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, 
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III, Djambatan, 
Jakarta. 
 
Leden Marpaung, 1999. Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, Sinar 
Grafika, Jakarta. 
 
M. Ahmad Zulfikar, 2008. Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri, 
Universitas Khatolik Parahiyangan, Bandung. 
 
M.H. Tirtaamidjaja. 1995. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Fasco. 
Jakarta. 
 
Margono, Suyud, 2000, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan 
Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
 
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta. 
 
Munir Fuady, 2009, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 
 
Muslimin Suud. 2006. Hukum Adat Tolaki (Osara) . Unaaha: Lembaga 
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan 
Tolaki (LP3SKT). 
 ______  2012. Kompilasi Hukum Adat Perkawinan di Sulawesi Tenggara. 
Kendari: HISPISI Cabang Sultra 
 ______ 2008. Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki. Kendari: Universitas 
Haluoleo. 
 
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan 
Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 
 
Roeslan Saleh. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan 
Penjelasannya. Aksara Baru. Jakarta. 
 ______  1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Rineka Cipta, 
Jakarta.  
 
Satjipto Rahardjo. 2007. Mendudukan Undang-undang Dasar (Suatu 
Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum), Semarang. Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro.  
 
Simons D, 1992, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van 
Het Nederlandse Strafrecht) terjemahan P.A.F. Lamintang, 
Bandung : Pioner Jaya. 
 
Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan 
Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Sudarto. 2001. Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Unsoed. 
Purwokerto. 
 ______  1997. Hukum Pidana, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro,  
 ______  1990. Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang ,  
 
Teguh Prasetyo, 2012. Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta. 
 
Tira Agustina. 2012. Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat Peohala 
Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota 
Kendari. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Sistem 
Peradilan Pidana,  
 
Tongat, 2003. Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta. 
 
Wirjono Prodjodikoro, 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, 
Jakarta ; PT. Eresco. 
 
Wukir Prayitno, 1991. Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, CV. 
Agung, Semarang. 
 
Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar 
Grafika, Jakarta. 
 
 
 
 
Peraturan Perundang-undangan 
 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 
1945 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
 
Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
 
Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan 
Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 
Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 
 
Lain-lain 
 
Anwar Hafid. Kalosara Sebagai Instrumen Utama Dalam Kehidupan 
Sosial Budaya Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, 
http://anwarhapid.blogspot. com/2013/01/kalosara-sebagai-
instrumen-utama-dalam.html. 
 
Azis Tondrang, 2000. Peranan Kalosara dalam Pembentukan Karakter 
Masyarakat Tolaki. Unaaha: Makalah dalam Rangka Musyawarah 
Adat I Suku Bangsa Tolaki. 
 
Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana”, 
http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-
penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan-/ 
 
Detlev Frehsee, “Restitution and Offender-Victim Arrangement in German 
Criminal Law: Development and Theoretical Implications”, 
http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm 
 
H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan 
Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996.  
 
Idaman. 2012. Kalosara Sebagai Medium Resolusi Konflik Pertanahan 
pada MasyarakatTolaki di Kabaupaten Kendari Konawe Sulawesi 
Tenggara. http://idamanalwi. multiply/journal. (Online). 
 
Mudhofar. 2011. Tindak Pidana Penganiayaan. 
http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-
penganiayaan.html 
 
New York State Dispute Resolution Association, Inc., Alternative Dispute 
Resolution in New York State, An Overview 
 
Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of 
Mediation, November 2003, the Executive Committee of the 
European Forum for Victim Services. 
 
Stefanie Tränkle, The Tension between Judicial Control and Autonomy in 
Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a 
Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation 
Process in Germany and France, http://www. 
iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_ e.html.  
 
Syifaul Qulub, 2008. Kejahatan Terhadap Tubuh. Fakultas Syari’ah. 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses 
melalui 
http://rangerwhite09artikel.blogspot.com/2010/05/kejahatanterhad
ap-tubuh.html  
 
www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa 
Alternatif). 
 
www.e-ilmuhukum.com/2011/07/dasar-
dasarpenyelesaiansengketanon.html 
 
www.hukumonline.com/penyelesaianperkaradenganhukumadatlebihefektif
.html 
 
 
